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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan
karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas menyusun

Rancangan Awal Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2027 ini
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun
2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 dan Review
RencanaStrategis (Renstra) Dinas Pengairan Tahun 2025-2029.

Rancangan Awal Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2027 ini memuat
kebijakan, program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pagu indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2027 dan juga prakiraan maju tahun 2028.
Dokumen ini juga memberi gambaran tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan
yang disertai dengan indikasi anggaran dan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran dari
hasil pelaksanaan pada tahun yang lalu.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari
bahwa Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih membuka diri terhadap
masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk kesempurnaan dokumen ini.

Semoga laporan rencana kerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi pedoman
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengairan guna mendukung

tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Fungsi pembangunan Aceh memiliki peran dalam keberhasilan kinerja
pembangunan Aceh, yang dimaknai sebagai suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu wilayah/daerah
dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan
yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik
dalam skala nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2019 tentang Sumber Daya Air menjabarkan bahwa dalam bidang
pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan
hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah
diusahakan oleh manusia. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara
ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin
meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi
sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, diiringi dengan
semangat demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah menjadi
pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Pemerintah Aceh (DPA-SKPA).

Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh ini berfungsi sebagai tolok ukur
yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyeleggaraan

pemerintah untuk suatu periode tertentu pada bidang Sumber Daya Air.
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Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan penyusunan dan kebijakan
anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga disesuaikan dengan
anggaran yang telah diprogramkan, terutama target-target sasarannya.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan
penetapan kinerja dilakukan untuk mengukur kinerja dan mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam
suatu laporan kinerja (LKj). Adapun tujuannya Rencana Kerja Dinas
Pengairan Aceh adalah sebagai pedoman dan mer upakan suatu janji kinerja
yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Pengairan melalui perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan dalam tahun tertentu.

Pembangunan pada bidang Pengairan mempunyai peranan terhadap
perencanaan, pemanfaatan, kelembagaan, operasi dan pemeliharaan, serta
pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam
pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal
yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah,
dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan
publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder.
Pembangunan di bidang Pengairan tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas
Pengairan Aceh, tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dan saling

bersinegris.

Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh yang dihasilkan tahun ini, perlu
perbaikan dan penyesuaian sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Permendagri
No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, didalam ketentuan tersebut dijelaskan ada 2 tahapan penyusunan

Renja merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:
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1. Tahap Perumusan rancangan Awal Renja; dan

2. Tahap Penyajian rancangan awal Renja.

Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja dilakukan melalui
serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

2. Analisis gambaran pelayanan,;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun lalu
berdasarkan Renstra;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh;

5. Telaah terhadap rancangan RKPA;

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

8. Perumusan kegiatan prioritas;

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;

10. Penyempurnaan rancangan Renja;

11. Pembahasan forum Dinas Pengairan Aceh;

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah
dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan
SPM.

Selanjutnya Rancangan Awal Renja dibahas dalam forum SKPA
Provinsi yang membahas Rancangan Awal Renja SKPA Provinsi, dengan
masukan dari musrenbang Kabupaten/Kota atau forum SKPA
Kabupaten/Kota, sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Awal Renja
SKPA Provinsi.

Rancangan Awal Renja SKPA Provinsi hasil forum SKPA Provinsi,
menjadi bahan Rancangan Awal RKPA Provinsi untuk selanjutnya dibahas di
dalam musrenbang RKPA Provinsi. Setelah forum SKPA dilaksanakan
kemudian dilakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Renja SKPA
bertujuan untuk menilai apakah Rancangan Awal Renja SKPA sudah sesuai
dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah.

Verifikasi melalui pengajuan dokumen Renja dari Kepala SKPA kepada

kepala Bappeda, kemudian Bappeda melakukan verifikasi Awal terhadap
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Renja SKPA, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPA
dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam
RKPA. Bappeda menghimpun seluruh Rancangan Awal Renja SKPA yang
telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka,
memperoleh pengesahan.

Pengesahan Rancangan Awal Renja SKPA dengan peraturan kepala
daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang
RKPA tahun berkenaan ditetapkan. Penetapan Renja SKPA oleh kepala SKPA
paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPA disahkan oleh kepala

daerah.

Sinkronisasi
Kebijakan Nasional

Rancangan
+ Renja SKPD Provinsi

Pendahuluan,
= evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu
an pencapaian  renstra
SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi
e Pendahuluan,

= evaluasi pelaksanaan Renja SKPD & Tujuan, sasaran dan program
Provinsi tahun lalu dan pencapaian kegiatan,
. Tiiaor sasaran dan program Penyempurnaan e e dan
1an, sas 3 . elompoek sasaran yg
Kegiatan, 0 T feeeeos »| Rancangan Renja- P menggambarkan  pencapaian
e Indikator Kinerja dan kelompok SKPD Provinsi renstra SKPD Provinsi
sasaran yg menggambarkan e dana indikatif beserta
pencapaian renstra SKPD Provinsi sumbernya serta prakiraan
maju  berdasarkan pagu
A indikatif

= sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan

« penutup

Pembahasan
Renja SKPD Berita Acara Hasil
Kesepakatan Forum
pada Forum SKPD Provinsi
SKPD
Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dina; Pengantar Kepala
Penyempurnaan S';PD PEl'lg["al E{enyag‘llfggﬂ
ancangan Renja-
Ra?{zanr;agan Provinsi kepada Bappeda

Berita Acara Hasil

Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/
Kota

Gambar 1.1. Alur Proses Forum Rancangan Awal Renja

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengairan Tahun 2027
merupakan penjabaran tahun pertama periode Renstra Tahun 2025-2029
dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tahun 2027. Untuk mewujudkan sistem pemerintah daerah yang
transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam perencanaan
yang terintegrasi dengan penganggaran maka program kegiatan Tahun 2025
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis

online sesuai amanah Permendagri No. 70 Tahun 2019.

4|BAB 1



SIPD

SISTEM INFORMAS| PEMERINTAHAN DAERAH

INFORMASI INFORMAS INFORMAS
PEMBANGUSAN DALAAN KEUANGAN DAXRAN PEIAT THNTAMAN DALRAM LASNNYA

€= ﬂ“ﬂﬂﬂﬂﬂ DEESE

— © =

DATA FEMBANGLNAN DAIRAN DATA SELIANGAN DMERAN DAERAM LAINNYA
s

OTONOMI DAERAM, HUMUM

PROVINGL KAIUPATEN/KOTA \

~
.

Gambar 1.2 Perencanaan Berbasis SIPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas

Pengairan Aceh didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan

meliputi:

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3898);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
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Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
4633);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran 8 BAB I Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terAwal dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6405) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6056);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia 9 BAB I Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6633);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan 10 BAB I Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan
Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 429);
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37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan
Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan
Jaringan Irigasi;

39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya
Air;

40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis
Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;

42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 12/PRT/M /2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi;

43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat
Bencana Akibat Daya Rusak Air;

44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan
Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 638);

45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 16/PRT/M /2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Rawa Lebak;

46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;

47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan

Pemeliharaan Bangunan Pengairan;
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48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Tambak;

49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 23 /PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;

50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 26/PRT/M /2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/ atau
Pemanfaatan Ruas Bekas Sungati;

51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 145);

52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan
Sungai dan Garis Sempadan Danau;

53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 29/PRT/M /2015 tentang Rawa;

54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi;

55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia  Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;

56. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11|BAB 1



57. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

58. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

59. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Aceh Tahun 2013 - 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

60. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

61. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi;

62. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
102);

63. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025
Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);

64. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029;

65. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Perangkat

Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
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4. Landasan Materil:
4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di
lingkungan Dinas Pengairan Aceh pada saat konsultasi Perumusan
Visi dan Misi serta lokakarya;
4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh merupakan acuan penentuan
prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi
terhadap pembangunan pengairan di Provinsi Aceh dan menentukan
prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber
pendanaan baik APBA, maupun sumber-sumber lainnya.

2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester
dan tahunan pembangunan pengairan di Provinsi Aceh.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pengairan secara
makro di Provinsi Aceh dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang
akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.

4. Sebagai arahan kegiatan tahun 2026 dan bahan kajian program dalam
rangka penetapan anggaran untuk tahun 2027.

5. Sebagai bahan koordinasi baik antar program maupun lintas sektor.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh tahun
2027 bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan dan
mengarahkan program/kegiatan mencapai sasaran yang diinginkan dalam
tahun berjalan dan berkelanjutan Program/Kegiatan pembangunan
pengairan yang menjadi tolok ukur dan acuan untuk penyusunan usulan

program/kegiatan setiap tahunnya.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh

Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
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BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Rancangan Awal Renja Dinas Pengairan.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pengairan,
proses penyusunan Renja Dinas Pengairan, keterkaitan antara Renja
Dinas Pengairan dengan dokumen RKPA, Renstra Dinas Pengairan,
dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBA.

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pengairan,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun 2025 dan
Capaian Renstra Dinas Pengairan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun lalu (tahun 2025) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2026), mengacu pada APBA
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas
Pengairan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Dinas Pengairan berdasarkan realisasi program dan

14|BAB 1



kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun-tahun
sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan
tahun lalu (tahun 2025), dan realisasi Renstra Dinas Pengairan
mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengairan
dan/atau realisasi APBA untuk Dinas Pengairan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas
Pengairan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengairan, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan. Jika Dinas Pengairan belum mempunyai tolok
ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka Dinas Pengairan
perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara

menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan
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2.3

2.4

masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan
standar pelayanan Dinas Pengairan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis
pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan, lampirkan dengan

Tabel T-C.30

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengairan dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengairan; Khusus
provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara
Dinas Pengairan provinsi dengan Dinas Pengairan di
kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat
pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan,;

2. Permasalahan dan  hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengairan;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,
SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Pengairan; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan
Awal RKPA dengan hasil analisis kebutuhan;
Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPA,
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misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang
tidak terdapat di Rancangan Awal RKPA, atau program dan
kegiatan cocok namun besarannya berbeda

4. Disajikan Lampiran Tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Pengairan

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pengairan

Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas

Pengairan provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah;

3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pengairan.
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3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengairan.
3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
Rancangan Awal RKPA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

Tabel T-C.33.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut.
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BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2025
DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGAIRAN.

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan
kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi
dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk
rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi
antara nilai input dengan output.

Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran
terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan janji
Penetapan Kinerja yang ada dalam Sasaran Strategis Pada Dinas Pengairan
Aceh.

Program dan kegiatan Tahun 2025 memperoleh alokasi dana APBA
Murni dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 113.682.179.095,- (Seratus
Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratud Tujuh Puluh
Sembilan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah). Selanjutnya berdasarkan revisi
anggaran terjadi perubahan sebesar Rp. 110.209.915.055,- (Seratus
Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu
Lima Puluh Lima Rupiah). Kemudian terjadi Pergeseran lagi menjadi Rp.
108.199.484.251,- (Seratus Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima
Puluh Satu Rupiah). Selanjutnya berdasarkan Laporan Realisasi sampai
dengan tanggal 31 Desember 2024, mencapai 99,21% dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 107.345.779.164,- (Seratus Tujuh Milyar Tiga
Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu
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Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan persentase realisasi fisik sebesar

100% berdasarkan evaluasi rencana kerja SKPA diukur melalui capaian

kinerja pada Tahun 2025. Berikut sekilas pemaparan capaian evaluasi

kinerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2025:

Tabel 2.1.
Hasil Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pengairan Tahun 2025

REALISASI
KEUANGAN
NO KODE REKENING PROGRAM [ KEGIATAN AN{::'“IRAN
e Rp.

1 2 F 4 [ 7 8 13
5. BELANJA DAERAH 108.199.484.251 100,00 107.345.778.164 99,21
5.1. BELANJA OPERASI 69.066.901.736 100,00 68.668.255.684 99,42
5.2. BELANJA MODAL 39.132.582.515 100,00 38.677.522.480 98,84

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

A |1.03.01 PEMERINTAHAN DAERAH 46.304.024.239 100,00 46.068.825.070 99,49
PROVINSI
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, DAN

1 |1.03.01.1.01 EVALLIASE KINERIA PERANGEAT 233.380.199 100,00 233.237.750 99,94
DAERAH
PENYUSUNAN DOKUMEN

1 |1.03.01.1.01.01 |PERENCANAAMN PERANGKAT 233.380.199 100,00 233.237.750 99,94
DAERAH
ADMINISTRASI KEUANGAN

Il |1.03.01.1.02 PERANCEAT DRERAH 38.628.083.595 100,00 38.436.690.908 99,50
PENYEDIAAN GAll DAN

1 (1.03.01.1.02.01 TUNIANGAN ASN 36.921.365.595 100,00 36.732.590.908 99,49
PENYEDIAAN ADMINISTRASI

2 (1.03.01.1.02.02 PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.706.718.000 100,00 1.704.100.000 99,85
ADMINISTRASI BARANG MILIK

m (1.03.01.1.03 DAERAH PADA PERANGKAT 51.505.021 100,00 51.394.300 99,79
DAERAH
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK

1 (1.03.01.1.03.06 DAERAH PADA SKPD 51.505.021 100,00 51.394.300 99,79
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

v (1.03.01.1.05 PERANGKAT DAE 438.294.111 100,00 437.267.200 99,77
PENGADAAN PAKAIAN DINAS

1 |1.03.01.1.05.02 |BESERTA ATRIBUT 303.690.000 100,00 303.690.000 100,00
KELENGKAPANMNYA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2 (1.03.01.1.05.09 |PEGAWAIBERDASARKAN TUGAS 21.360.000 100,00 21.360.000 100,00
DAN FUNGSI
BIMBINGAM TEKMIS

3 (1.03.01.1.05.11 [IMPLEMENTASI PERATURAN 113.244.111 100,00 112.217.200 99,09
PERUMNDANG-UNDANGAN
ADMINISTRASI UMUM

V |1.03.01.1.06 PERAMEAT DAERAH 1.400.574.956 100,00 1.382.789.893 98,73
PENYEDIAAN KOMPOMEN

1 |1.03.01.1.06.01 |[INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 22.225.000 100,00 22.219.980 99,98
BANGUNAMN KANTOR
PENYEDIAAN PERALATAN DAN

2 |1.03.01.1.06.02 PERLENGKAPAN KANTOR 379.163.269 100,00 369.805.340 97,53
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK

3 |1.03.01.1.06.04 190.434.230 100,00 188.008.122 98,73
KANTOR
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN

4 |1.03.01.1.06.05 DAN PENGGANDAAN 51.825.230 100,00 51.688.983 99,74
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

5 (1.03.01.1.06.06 |[DAN PERATURAMN PERUNDANG- 11.998.000 100,00 8.068.800 67,25
UNDANGAMN
PENYELENGGARAAN RAPAT

6 |1.03.01.1.06.09 |KOORDINASI DAN KONSULTASI 744.929.227 100,00 742.998.668 99,74
SKPD
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PROGRA

3

13

Vi

1.03.01.1.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

3.850.800.311

100,00

3.836.541.001

99,53

1.03.01.1.08.01

PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT

1.014.000

1.03.01.1.08.02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

741.015.519

100,00

740.942.760

99,99

1.03.01.1.08.03

PENYEDIAAN JASA PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN KANTOR

182.188.492

100,00

181.574.910

99,66

1.03.01.1.08.04

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR

2.926.578.300

100,00

2.914.023.331

99,57

vil

1.03.01.1.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

1.701.386.046

100,00

1.690.504.018

99,38

1.03.01.1.09.01

PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN PAJAK
KENDARAAN PERORANGAN
DINAS ATAL KENDARAAN DINAS
JABATAN

433.268.000

100,00

432.537.770

99,83

1.03.01.1.09.02

PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

942.368.046

100,00

934.083.570

99,12

1.03.01.1.09.09

PEMELIHARAAN/REHABILITASI
GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

325.750.000,00

100,00

324.282.678,00

99,55

1.03.02

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (5DA)

61.895.460.012

100,00

61.276.953.094

99,00

1.03.02.1.01

PENGELOLAAN SDA DAN
BANGUNAN PENGAMAN PANTAI
PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS
DAERAH KABUPATEN/KOTA

47.210.212.088

100,00

47.054.500.672

99,67

1.03.02.1.01.09

PEMBANGUNAN TANGGUL
SUNGAI

4.405.765.951

100,00

4.405.756.450

100,00

1.03.02.1.01.75

KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR KEWENANGAN
PROVINSI

1.169.796.775

100,00

1.096.374.650

93,72

1.03.02.1.01.79

NORMALISASI/RESTORASI
SUNGAI

9.781.370.671

100,00

9.781.220.652

100,00

1.03.02.1.01.87

EVALUASI DAN REKOMENDASI
TEKNIS (REKOMTEK)
PEMANFAATAN SUMBER DAYA
AIR WILAYAH SUNGAI
KEWENANGAN PROVINSI

94.963.268

100,00

94.815.022

99,84

1.03.02.1.01.103

PENGELOLAAN HIDROLOGI DAN
KUALITAS AR WILAYAH SUNGAI
KEWENANGAN PROVINSI

1.099.928.244

100,00

1.097.521.116

99,78

1.03.02.1.01.105

OPERASI DAN PEMELIHARAAN
EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR
LAINNYA

£9.800.000

100,00

88.208.000

98,23

1.03.02.1.01.118

PEMBANGLUNAN BANGUNAN
PERKUATAM TEBING

29.565.382.717

100,00

29.488.291.600

99,74
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NO KODE REKENING

PROGRAM [/ KEGIATAN

3

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

Rp.

8 13

1.03.02.1.01.122

PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS
DAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK KONSTRUKSI
PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN
PENGAMAN PANTAI

646.074.462

100,00

645.183.182

99,86

1.03.02.1.01.123

PEMBANGUMNAMN UNIT AIR BAKU

357.130.000

100,00

357.130.000

100,00

1.03.02.1.02

PENGEMBANGAMN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
PRIMER DAN SEKUNDER PADA
DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA
1000 HA-3000 HA DAN DAERAH
IRIGASI LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA

14,685.247.924

100,00

14.222.452.422

96,85

1.03.02.1.02.02

PEMBANGUNAN JARINGAN
IRIGASI PERMUKAAN

2.576.843.364

100,00

2.313.786.780

89,79

1.03.02.1.02.000
9

PENINGKATAN BENDUNG IRIGASI

1.113.276.152

100,00

948.031.438

85,16

1.03.02.1.02.21

OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGAS] PERMUKAAN

7.722.5B4.872

100,00

7.692.746.157

99,61

1.03.02.1.02.22

OPERASI DAN PEMELIHARAAN
BENDUNG IRIGASI

981.423.200

100,00

978.653.285

99,72

1.03.02.1.02.23

QOPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGAS] RAWA

948.200.000

100,00

947.592.612

99,94

1.03.02.1.02.32

PENYUSUNAMN RENCANA TEKNIS
DAN DOKUMEN LINGEUNGAN
HIDUP UNTUK KONSTRUKSI
IRIGASI DAN RAWA

B839.740.870

100,00

839.111.000

99,92

1.03.02.1.02.34

OPERASIOMNAL KELEMBAGAAN
PENGELOLA IRIGASI

103.908.980

100,00

103.262.150

99,38

1.03.02.1.02.37

PENGELOLAAN DAN
PENGAWASAN ALOKASI AIR DI
DAERAH IRIGAS]

399.270.486

100,00

399.269.000

100,00

JUMLAH TOTAL 108.199.484.251 100,00 107.345.778.164 99,21

Sumber: Sekretariat Dinas Pengairan 31 Desember 2025

Dari tabel Laporan realisasi fisik dan keuangan menjelaskan bahwa
alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 108.199.484.251,- dengan realisasi
pertanggal 31 2025 adalah Rp.
107.345.779.164,- (99,21%), dengan realisasi fisik mencapai 100%.

keuangan Desember sebesar
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2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan data realisasi program dan kegiatan, secara umum target
kinerja keluaran secara fisik telah tercapai 100% pada seluruh kegiatan yang
dilaksanakan, baik pada penyusunan dokumen perencanaan teknis,
pembangunan infrastruktur sumber daya air, peningkatan bendung irigasi,
maupun operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Namun demikian, dari
realisasi keuangan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai
100% dari pagu anggaran, seperti kegiatan penyusunan dokumen teknis
pengendali banjir (99,86%), pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
(96,85%), pembangunan jaringan irigasi permukaan (89,79%), serta
peningkatan bendung irigasi (85,16%).

Perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut umumnya
disebabkan oleh efisiensi hasil pengadaan barang dan jasa, optimalisasi
pelaksanaan pekerjaan di lapangan, serta sisa kontrak pekerjaan, sehingga
tidak seluruh anggaran terealisasi meskipun target fisik telah tercapai.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran mencapai Rp107.345.778.164 atau
99,21% dari total anggaran Rp108.199.484.251, yang menunjukkan bahwa
pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien tanpa

mengurangi capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, yang ditunjukkan dengan capaian
realisasi fisik seluruh kegiatan sebesar 100%. Kegiatan tersebut meliputi
penyusunan dokumen perencanaan teknis, pembangunan unit air baku,
pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi, serta operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung. Selain itu, kegiatan pendukung
seperti operasional kelembagaan pengelola irigasi dan pengelolaan alokasi air
di daerah irigasi juga terlaksana sesuai target. Dengan tercapainya seluruh

target fisik tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan dinilai berjalan
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efektif serta mampu mendukung peningkatan pengelolaan sumber daya air

dan layanan infrastruktur pengairan.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan data realisasi program dan kegiatan, tidak terdapat
kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,
karena seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan dalam perencanaan dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan
indikator keluaran yang direncanakan tanpa adanya penambahan volume

pekerjaan di luar target yang telah ditetapkan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya, terpenuhinya,
maupun melebihi target kinerja program/kegiatan umumnya dipengaruhi
oleh beberapa aspek, antara lain perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
serta kondisi teknis di lapangan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai
berikut.
1. Faktor terpenuhinya target kinerja
Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dipengaruhi oleh
perencanaan yang matang, ketersediaan anggaran yang memadai, serta
koordinasi yang baik antara pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pengendalian
dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta kesiapan
dokumen perencanaan dan teknis juga menjadi faktor penting yang
mendukung tercapainya target kinerja sesuai dengan rencana.
2. Faktor tidak tercapainya target kinerja
Tidak tercapainya target kinerja dapat disebabkan keterbatasan anggaran,
perubahan kebijakan, kendala teknis di lapangan, kondisi cuaca atau
faktor alam, serta keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, adanya perubahan prioritas kegiatan, keterbatasan sumber
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daya manusia, serta kendala administratif juga dapat mempengaruhi
pencapaian target program atau kegiatan.
3. Faktor melebihi target kinerja

Pencapaian kinerja yang melebihi target dipengaruhi oleh adanya efisiensi
dalam pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta
dukungan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan pemangku
kepentingan. Selain itu, kondisi lapangan yang mendukung percepatan
pelaksanaan pekerjaan, serta adanya inovasi atau peningkatan efektivitas
pelaksanaan kegiatan mendorong capaian kinerja melampaui target yang

telah direncanakan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Pengairan Aceh dari realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
menunjukkan dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran
pembangunan sektor sumber daya air. Tercapainya target kinerja keluaran
kegiatan secara fisik sebesar 100% memberikan kontribusi langsung
terhadap peningkatan kinerja program yang telah ditetapkan dalam Renstra,
khususnya dalam mendukung peningkatan layanan infrastruktur irigasi,
pengendalian banjir, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Selain itu, optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan,
peningkatan, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung
juga berimplikasi pada meningkatnya keandalan infrastruktur pengairan
dalam mendukung ketahanan air daerah dan ketersediaan air untuk sektor
pertanian. Hal ini secara tidak langsung turut mendukung peningkatan
produktivitas lahan pertanian serta stabilitas produksi pangan di daerah.

Di sisi lain, adanya efisiensi dalam realisasi anggaran tanpa
mengurangi capaian target fisik kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan
program telah berjalan secara efektif dan efisien. Kondisi ini memberikan
implikasi positif terhadap penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan

dalam Renstra Dinas Pengairan Aceh. Secara keseluruhan, pelaksanaan
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program dan kegiatan tersebut memperkuat pencapaian sasaran strategis
Renstra dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang andal,

berkelanjutan, dan mendukung pembangunan daerah.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Kebijakan dan tindakan dalam perencanaan serta penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian
capaian kinerja program/kegiatan antara lain dengan meningkatkan kualitas
perencanaan program dan kegiatan secara lebih terukur, realistis, dan
berbasis kebutuhan lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui
penyempurnaan proses perencanaan teknis, penetapan target kinerja yang
lebih akurat, serta penyusunan rencana anggaran yang disesuaikan dengan
prioritas pembangunan dan kapasitas pelaksanaan kegiatan.

Diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja
serta dengan instansi terkait, terutama dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, hingga pengendalian kegiatan. Upaya ini juga perlu didukung
dengan peningkatan kualitas dokumen perencanaan teknis dan kesiapan
dokumen pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, sehingga
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan mengurangi potensi
keterlambatan.

Dalam penganggaran perlu dilakukan optimalisasi alokasi anggaran
serta peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk melalui
evaluasi terhadap sisa anggaran dan hasil efisiensi dari proses pengadaan.
Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala juga
perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap
sesuai dengan rencana serta mampu mengantisipasi kendala teknis yang
muncul di lapangan. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan
program dan kegiatan ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan
mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis.
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2.1.7 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan
Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun
2025 Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pengairan Aceh sampai dengan Tahun 2025, secara umum pelaksanaan
program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung
pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pengairan Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya sebagian
besar target kinerja kegiatan, terutama pada program pengelolaan sumber
daya air, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Capaian pelaksanaan Renja tersebut memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja Renstra, khususnya dalam
meningkatkan keandalan infrastruktur irigasi, ketersediaan air baku, serta
pengendalian daya rusak air seperti banjir dan abrasi pantai. Selain itu,
kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, bendung, serta
penguatan  kelembagaan  pengelolaan irigasi juga menunjukkan
perkembangan yang baik dalam mendukung peningkatan pelayanan sumber
daya air kepada masyarakat.

Secara kumulatif hingga Tahun 2025, pencapaian target Renstra Dinas
Pengairan Aceh menunjukkan capaian yang baik, meskipun masih terdapat
beberapa indikator yang memerlukan peningkatan kinerja pada tahun-tahun
berikutnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain
keterbatasan anggaran, dinamika kondisi lingkungan dan hidrologi, serta
kebutuhan peningkatan infrastruktur sumber daya air yang cukup besar di
berbagai wilayah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh
dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2025 Provinsi Aceh

dapat dilihat pada Tabel T-C.29.
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh Dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh S/D Tahun 2025 Provinsi Aceh

Target
Kinerja
Capaian

Program
(Renstra

SKPA) Tahun
2025-2029

Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun 2024

Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Tahun 2025

Realisasi
Renja
SKPA

Tahun
2025

Target
Renja
SKPA
Tahun
2025

Tingkat
Realisasi
(%)

Prakiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Target  gSKPA s/d tahun berjalan

Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPA
Tahun
2026)

Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan
(2026)

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)

1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) 8=(7/6) (9) (10) = (5+7+9)|(11) = (10/4)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 .03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Lancarnva kebutuhan
1 03|01 PEMERINTAHAN DAERAH ny 500% 100% 95% 96,43% | 101,51% 100% 299,22% 60%
PROVINSI operasional perkantoran
Perencanaan anggaran, dan Penyusunan Dokumen
1.03|01|1.01 \naan, pengangs > Perencanaan Perangkat 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 60%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah
1 |03|01|1.02|Administrasi Keuangan Perangkat | Tingkat Capaian kinerja 500% 100% 100 100% 100% 100% 300% 60%
Daerah dan keuangan
Persentase Pemenuhan
Administ iB Milik D h
1 03|01 1.03| CTinistras) Barang 11tk Daera Kebutuhan Sarana dan 500% 100% 100 100% 100% 100% 300% 60%
pada Perangkat Daerah Prasarana Kantor
Administrasi Kepegawaian Persentase Pemenuhan
1.03|01|1.05 peg Kebutuhan Sarana dan 500% 100% 100 100% 100% 100% 300% 60%
Perangkat Daerah Prasarana Kantor
ss . Persentase Tersedianya
A P k
1 03|01|1.06 D:::::s"as‘ Umum Perangkat Sarana dan Prasarana 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 60%
Kantor
Pengadaan Barang Milik Daerah :,I‘lngkat ;{ etpl’ll‘as:n d
1 |03|01|1.07|Penunjang Urusan Pemerintah asyarakat “erhacap 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 60%
Daerah Layanan Pemerintah,
dan Tingkat Kelengkapan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Tersedianya
1:03|01/1.08 - Jasa Penunjang Urusan 500% 100% 100% 93,75% 93,75% 100% 293,75% 58,75%
Pemerintahan Daerah Dinas
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik
1 |03|01|1.09 |Penunjang Urusan Pemerintahan ne . 500% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 60%
Daerah Daerah yang Terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN
i i O, 0,
1 /03|02 SUMBER DAYA AIR (SDA) Kapasitas Air Baku (m3) 2,03 (o} 0,19 0,19 100% 0,65 0,29 14,29%
Indeks Ketahanan Air o o
Daerah (Indeks) 3,59 (o) 3,58 3,55 99,16% 3,61 3,56 99,16%
Persentase Ketersediaan
Infrastruktur SDA kondisi 57,12% 56,44% 56,59% | 56,54% 99,92% 56,71% 56,71% 99,28%
baik
Pengelolaan SDA dan Bangunan Persentase Luas genangan
1 |03|02|1.01|- Fengaman Pantai pada Wilayah yang terlindungi dari banjir | . 50, 39,91% 40,20 40,11 99,78% | 40,38% 40,38% 98,37%
Sungai Lintas Daerah akibat luapan sungai dan
Kabupaten/Kota pasang purnama
Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah Irigasi yang . . o o
1 03|02 1.02 Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Persentase Irigasi Modern 69,58 o 66,47 66,47 100% 67,13 67,13 96,48%
Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
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Berdasarkan tabel TC. 29 evaluasi kinerja program dan kegiatan
tersebut, dapat dijelaskan perbandingan target dan realisasi kinerja
program pada urusan pemerintahan bidang pengelolaan sumber daya
air. Evaluasi dilakukan dengan melihat capaian kinerja dari tahun
sebelumnya, target tahun berjalan, serta proyeksi capaian terhadap
target Renstra SKPA 2025-2029. Target kinerja program dalam Renstra
tahun 2025-2029 ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi capaian
kinerja tahun 2024 mencapai 96,43%. Pada tahun 2025, target Renja
SKPA juga ditetapkan 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%,
sehingga tingkat realisasi mencapai 100%. Dengan
mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan target tahun
2026, maka prakiraan realisasi capaian kinerja program hingga tahun
berjalan menunjukkan nilai 299,23%, dengan tingkat capaian

terhadap target Renstra sebesar 60%.

Pada program pengelolaan sumber daya air, indikator yang
digunakan antara lain kapasitas air baku dan indeks ketahanan air,
yang menunjukkan tingkat capaian cukup baik dengan realisasi
sekitar 99,16% terhadap target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan
bahwa pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, pada kegiatan pengelolaan sumber daya air (SDA)
strategis pada wilayah sungai lintas daerah, indikator kinerja berupa
persentase luas daerah irigasi yang terlayani oleh jaringan irigasi
kewenangan provinsi juga menunjukkan capaian yang tinggi. Target
yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan tingkat capaian di atas
98%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan

dan pengembangan jaringan irigasi berjalan baik.

Selanjutnya, pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi primer dan sekunder, indikator kinerja berupa
persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik serta persentase irigasi

modern juga menunjukkan peningkatan capaian dari tahun
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sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan kualitas
jaringan irigasi serta modernisasi sistem irigasi terus dilakukan guna

meningkatkan pelayanan air irigasi bagi sektor pertanian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja program dan kegiatan pada
bidang sumber daya air menunjukkan hasil yang baik, dengan
sebagian besar indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Hal
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada
Dinas Pengairan telah berjalan baik dalam mendukung pengelolaan
sumber daya air, peningkatan layanan irigasi, serta pencapaian target

pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAIRAN

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengairan Aceh dilakukan
berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM),
serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran kinerja tersebut juga
mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
khususnya Pasal 28 ayat (1) mengenai Sistem Pengukuran Kinerja.

Kajian ini memuat evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas
Pengairan Aceh berdasarkan indikator kinerja yang relevan dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran dalam mewujudkan
pemenuhan kebutuhan langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat,
kualitas lingkungan dan pengembangan wilayah dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi, memperkuat kedaulatan pangan, ketahanan air dan
kedaulatan energi. Sumber daya air diarahkan untuk menyelenggarakan
fungsi dibidang konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya
rusak air pada sumber air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, sistem informasi SDA. Pelaksanaan di bidang
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pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, penyusunan
prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan SDA, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi dibidang pengelolaan SDA serta meningkatkan peran
serta masyarakat.

Kinerja pelayanan Dinas Pengairan hingga tahun 2025, telah
dilaksanakan berbagai capaian sasaran strategis dari RPJMA tahun 2025-
2029 dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
wilayah, perumahan dan pulau terluar dalam meningkatkan Indeks
Ketahanan Air Daerah. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta
indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengairan Tahun 2021 sampai dengan

tahun 2025 adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Pengairan Tahun
pai dengan Tahun 2021-2025
No Indikator Capaian Kinerja

Kinerja Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 KET
1. | Indeks - - - - 3,55
Ketahanan Air
Daerah

2. | Kapasitas Air - - - - 0,19
Baku
3. | Persentase 58,66 | 54,11 | 55,31 | 56,44 | 56,54
Ketersediaan
Infrastruktur
SDA Dalam
Kondisi Baik
- Persentase 37,77 | 38,21 | 39,41 | 39,91 | 40,11
Luas
Genangan
Banjir yang
terlindungi
dari banjir
akibat luapan
sungai dan
pasang
purnama
- Persentase 79,55 | 70,00 | 71,21 | 72,98 | 72,98 | Luas
Irigasi Aceh Layanan
dalam kondisi berkurang
baik
4. | Persentase - - - - 66,47
Irigasi Modern
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Berdasarkan Tabel 2.2 tentang capaian indikator kinerja daerah Dinas
Pengairan sampai dengan tahun 2021-2025, dapat dijelaskan bahwa kinerja
pengelolaan sumber daya air menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil
dan meningkat pada beberapa indikator. Persentase ketersediaan
infrastruktur SDA dalam kondisi baik mengalami fluktuasi dari 58,66% pada
tahun 2021, menurun menjadi 54,11% pada tahun 2022, kemudian
meningkat kembali hingga 56,54% pada tahun 2025. Indikator ini terdiri dari
persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari luapan sungai dan
pasang purnama juga menunjukkan peningkatan bertahap dari 37,77% pada
tahun 2021 menjadi 40,11% pada tahun 2025. Pelaksanaan pembangunan
prasarana pengendalian banjir sampai dengan tahun 2025 sepanjang 192,59
Km maka luasan layanan banjir yang terlindungi mencapai 38.517 Ha,
sedangkan prasarana pengaman pantai sepanjang 79,22 Km maka luasan
yang terlindungi dari banjir adalah 3.961 Ha. Maka Persentase Luas Kawasan
yang terlindungi dari Banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama dari
tahun 2021-2025 terjadi peningkatan 3,93% dalam 5 tahun yaitu 36,18%
menjadi 40,11%. Capaian menunjukkan bahwa sekitar >50% wilayah rawan
banjir belum terlindungi secara memadai. Selanjutnya persentase irigasi Aceh
dalam kondisi baik sempat menurun dari 79,55% pada tahun 2021 menjadi
70,00% pada tahun 2022, namun kembali meningkat hingga 72,98% pada
tahun 2024 dan 2025. Hasil Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik
Tahun 2021-2025 menargetkan luas lahan budidaya seluas 65.409 Ha
dengan hasil luas lahan fungsional seluas 38.462 Ha. Selanjutnya
berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan
satu peta yang merupakan target pemerintah untuk memanfaatkan
Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam rangka mendukung perencanaan
pembangunan. Maka dari hasil pemetaan Informasi Geospasial Tematik
(IGT), dihasilkan luas lahan budidaya seluas 38.462 Ha dengan capaian
lahan hasil fungsional tahun 2022 adalah 26.293 Ha. Hal ini menyebabkan
terjadinya penurunan realisasi terhadap Persentase Irigasi Aceh dalam
Kondisi Baik. Akibat terjadinya penurunan luas layanan akibat alih fungsi
lahan maka perlu adanya pengembangan lahan dan perlu pemeliharaan rutin

dan berkala agar saluran tetap terjaga. Perlu intervensi strategis dibidang
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rehabilitasi jaringan, penguatan operasi pemeliharaan. Hingga tahun 2025,
hasil capaian realisasi luas lahan fungsional yaitu seluas 28.069 Ha.

Pada tahun 2025 juga mulai diukur indikator baru yaitu Indeks
Ketahanan Air Daerah sebesar 3,55, kapasitas air baku sebesar 0,19
m?®/detik, serta persentase irigasi modern sebesar 66,47%. Capaian tersebut
menunjukkan adanya upaya peningkatan pengelolaan dan penyediaan

infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan air daerah.

Selanjutnya berdasarkan untuk capaian indikator kinerja kunci tahun

2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021-2025

1 | Rasio Luas 34,09 | 34,52 | 35,67 | 36,17 | 36,37
Kawasan
pemukiman rawan
banjir yang
terlindungi oleh
infrastruktur
pengendalian banjir
2 | Rasio Luas 3,68 | 3,69 | 3,74 | 3,74 | 3,74
Kawasan irigasi
kewenangan
pemukiman
sepanjang pantai
rawan abrasi erosi
dan akresi yang
terlindungi oleh
infrastruktur
pengaman pantai di
WS. Kewenangan
provinsi

3 | Rasio Luas daerah 79,55 | 70,00 | 71,21 | 72,98 | 72,98
irigasi kewenangan
provinsi yang
dilayani oleh
jaringan irigasi
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Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pada Indikator-indikator kinerja
kunci ini juga masih pada sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur SDA dalam kondisi baik” tetapi penjelasan disajikan berikut:
a. Rasio Luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh

infrastruktur pengendalian banjir, mengukur persentase luas kawasan
rawan banjir yang sudah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian
banjir terus meningkat dari tahun ke tahun 2021-2025 terjadi
peningkatan 2,28% dalam S tahun yaitu 34,09% menjadi 36,37%.
Capaian menunjukkan keterbatasan percepatan pembangunan
infrastruktur banjir.

b. Rasio Luas Kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi erosi dan
akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS.
Kewenangan provinsi proporsi wilayah pantai yang dilindungi oleh
infrastruktur pengamanan pantai (breakwater, sea wall pada WS
kewenangan provinsi terus meningkat dari tahun ke tahun 2021-2025
terjadi peningkatan 0,06% dalam S tahun yaitu 3,68% menjadi 3,74%.
Capaian menunjukkan pembangunan pengamanan pantai belum
signifikan, karena wilayah Aceh rentan abrasi.

c. Rasio Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan
irigasi, yaitu Proporsi luas daerah irigasi yang aktif mendapat layanan air,
tetapi menurunnya capaian menunjukkan tantangan dalam operasi
pemeliharaan irigasi. Capaian indikator Rasio Luas daerah irigasi
kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, yaitu Proporsi
luas daerah irigasi yang aktif mendapat layanan air tersebut sebesar
72,98%, belum memenuhi target Renstra sebesar 75,12%.
Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh kondisi Daerah Irigasi (DI)
kewenangan provinsi yang secara umum telah berfungsi (fungsional),
namun masih terdapat beberapa segmen jaringan yang mengalami
penurunan kondisi akibat faktor wusia infrastruktur, keterbatasan
anggaran rehabilitasi, serta dampak kerusakan akibat bencana

hidrometeorologi.
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2.2.1.Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh dapat
dilihat pada tabel T-C.30.

Dari tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan
didapat target Renstra 2025-2029 memiliki target 60,11% dimana
diharapkan capaian target dapat terpenuhi dan proyeksi pada tahun 2026
dan 2027 dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 60,1% dan
61,18%.
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No

Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Dinas Pengairan

SPM/Standar
Nasional

IKK

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan

Tahun 2025

Target Renstra Dinas Pengairan Aceh

Tahun 2026

Tahun 2027 Tahun 2028

Tahun 2029

Tahun 2030

Realisasi Capaian

Tahun 2025

Tahun 2026

Proyeksi

Tahun 2027

Tahun 2028

Catatan
Analisis

1 2 3 4 8 9 9 9 9 9 15 16 16 16 17
1 | Indeks Ketahanan Air Daerah 3,58 Indeks 3,61 Indeks 3,65 Indeks 3,69 Indeks 3,72 Indeks 3,76 Indeks 3,55 Indeks 3,56 Indeks 3,57 Indeks 3,58 Indeks
¥ ¥ ¥
2 | Kapasitas Air Baku 0,19 m3/dt 0,65 m3/dt 1,11 m3/dt 1,57 m3/dt 2,03 m3/dt 2,49 m3/dt 0,19 m3/dt 0,65 m3/dt 1,11 m3/dt 1,57 m3/dt
Persentase Ketersediaan
3 | Infrastruktur SDA dalam kondisi 56,59 % 56,71 % 56,83 % 56,97 % 57,12 % 57,28 % 56,54 % 56,71 % 56,83 % 56,97 %
baik
¥ ¥ ¥ ¥
Persentase Luas genangan yang
terlindungi dari banjir akibat
- . 40,20 % 40,38 % 40,58 % 40,80 % 41,05 % 41,32 % 40,11 % 40,38 % 40,58 % 40,80 %
luapan sungai dan pasang
purnama
| 4 L4 L4 ¥ ¥ ¥ L4 ¥ ¥ L4
P tase Irigasi Aceh dal
JFersenase Tigasi Aceh dalam 72,98 % 73,03 % 73,08 % 73,13 % 73,19 % 73,25 % 72,98 % 73,03 % 73,08 % 73,13 %
kondisi baik
4 | Persentase Irigasi Modern 66,47 % 67,13 % 67,87 % 68,69 % 69,58 % 70,55 % 66,47 % 67,13 % 67,87 % 68,69 %
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Berdasarkan tabel TC.30 indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi
Dinas Pengairan Aceh, tabel tersebut menggambarkan target kinerja dalam
Renstra tahun 2025-2030, realisasi capaian, serta proyeksi capaian pada
tahun-tahun berikutnya. Indikator kinerja yang ditampilkan menunjukkan
tingkat capaian yang bervariasi. Pada beberapa indikator terlihat capaian
sebesar 50,83%, 26,67%, dan 75,00% terhadap standar atau target yang
telah ditetapkan. Nilai tersebut menggambarkan tingkat pencapaian
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengairan dalam mendukung pelayanan
pengelolaan sumber daya air.

Selanjutnya, tabel juga menunjukkan target kinerja tahunan dalam
Renstra Dinas Pengairan Aceh mulai tahun 2025 hingga 2030, yang menjadi
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pada kolom realisasi
capaian ditampilkan hasil pelaksanaan pada tahun 2025 dan 2026,
sedangkan kolom proyeksi memberikan gambaran perkiraan capaian pada
tahun 2027 hingga 2028. Evaluasi kinerja organisasi, melihat kesesuaian
antara target Renstra dengan realisasi capaian serta sebagai dasar dalam

menyusun strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PENGAIRAN.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pengairan Aceh mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik
yang ada pada kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan berdasarkan tugas dan
fungsi adalah tingkat kinerja pelayanan Pengairan dengan meningkatkan
profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan

yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
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Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas
fungsi Dinas Pengairan adalah kurangnya SDM, sehingga dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi merangkap dengan kegiatan lain yang
tidak sesuai dengan tupoksinya. Serta dampaknya terhadap pencapaian Visi
dan Misi Kepala Daerah Terpilih, terhadap capaian program nasional, seperti

SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

2.3.1. Koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi
dengan perangkat daerah kabupaten/kota dengan kementerian
dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja
pembangunan.

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja Dinas Pengairan
Aceh, Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan
yang baru disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun
selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Faktor yang mempengaruhi yaitu
faktor internal yang menjadi kewenangan Dinas Pengairan Aceh dan faktor
eksternal yang ada diluar kewenangan Dinas Pengairan Aceh seperti
Dinamika Internasional, Nasional, Regional/Lokal dan sebagainya.

Koordinasi dan sinergi program antar perangkat daerah provinsi
dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan kementrian/lembaga di
tingkat nasional dilakukan dengan diselenggarakannya Rakortekbang
dengan usulan-usulan dari daerah untuk pemerintah dengan
memperhatikan pengaturan dan penjabaran tugas dan fungsi masing-masing
organisasi belum berdasarkan urusan menjadi kewenangan, potensi dan
karakteristik daerah masing-masing. Permasalahan yang sering muncul
mungkin menjadi perbedaan yaitu nomenklatur masing-masing organisasi
berbeda sampai dengan kepada unit eselon yang terendah antar daerah
sangat variatif, dan hal-hal yang sangat teknis yang pada umumnya

menghambat pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi.
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2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengairan

Suatu isu strategis bagi Dinas Pengairan Aceh diperoleh dari analisis
internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis
eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi
Dinas Pengairan Aceh dimasa mendatang. Adapun informasi yang diperlukan
dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Pengairan Aceh adalah:

a. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pengairan Aceh.

b. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengairan
Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

c. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

d. Hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai dinas teknis terkait
pengelolaan sumber daya air, Dinas Pengairan Aceh tidak terlepas dari
permasalahan-permasalahan pelayanan yang ada di lapangan dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya.

Adapun identifikasi permasalahan yang ada dapat dilihat pada Tabel
berikut:

Tabel 2.4.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Pengairan Aceh

Faktor yang Mempengaruhi ‘

(oF:1: T:1E:1:¥) Standar

Aspek Kajian | Kondisi Saat yang Fakt s
oE q Faktor Int 1 aktor Pelayanan
ini Digunakan aktor Interna Eksternal

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sai?r?g;iniri asi g;iléfrDA, Keterbatasan lAaIL};n fungst Belum
) rovi%lsi ¢ Pelayanan ansgaran sedim7entasi optimalnya
lra)erfun si Mini3;nal rehabilitasi, saluran kinerja

Pengelolaan ESL, i | (SPM) bid SDM teknis b }; jaringan irigasi

Irigasi namun masih | ( ) bidang terbatas, sistem | DSLUPanan dalam

terdapat SDA, . iklim,

S operasi dan mendukung
jaringan rusak | Pedoman pemeliharaan kerusakan Kketahanan
berat | Modern | Pelumoptimal | FEL e | PAnEAR

Penyediaan Sebagian SPM Keterbatasan Pertumbuhan | Ketersediaan

Air Baku wilayah sudah | Penyediaan pembangunan penduduk, air baku
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Aspek Kajian

(1)

Capaian/
Kondisi Saat
ini

(2)

Standar

yang
Digunakan

(3)

Faktor yang Mempengaruhi ‘

Faktor Internal

(4)

Faktor
Eksternal

(5)

Permasalahan
Pelayanan

(6)

memiliki Air Baku, tampungan air kebutuhan belum
embung dan Pedoman dan jaringan air mencukupi
intake air Perencanaan | distribusi meningkat, untuk
baku namun Air Baku kekeringan kebutuhan
belum merata musiman domestik dan
industri
Beberapa
sungai telah | NSPK Curah hujan .
s . . . Kapasitas
memiliki Pengendalian | Keterbatasan tinggi, suneai
. tanggul dan | Banjir, anggaran sedimentasi g
Pengendalian L . - menurun
Banjir Sungai normalisasi, Pedoman normalisasi dan | sungai, sehingga
namun banjir | Teknis pembangunan perubahan L ..
) Lo terjadi  banjir
masih terjadi | Pengelolaan | tanggul tata guna | o o
di beberapa | Sungai lahan di DAS p
daerah
Pembangunan
bangunan Pedoman Keterbatasan Kerusakan
Gelombang . .
pengaman Pengamanan | anggaran laut tingei | 821IS pantai
Pengamanan | pantai telah | Pantai dan | pembangunan abrasi €8 | dan ancaman
Pantai dilakukan di | Pengelolaan | bangunan o terhadap
. kenaikan :
beberapa Wilayah pengaman . permukiman
. e . muka air laut L
lokasi rawan | Pesisir pantai pesisir
abrasi
Pengumpulan
data hldr.olog1 Sistem . Keterbatasan Perubahan Ketersediaan
Pengelolaan sudah berjalan | Informasi . . .
; peralatan iklim data hidrologi
Data namun sistem | SDA (SISDA), . .
Hidrolosi dan | informasi standar monitoring dan | menyebabkan | belum optimal
g . . pemeliharaan fluktuasi data | untuk
SDA belum hidrologi . . . .
. pos hidrologi hidrologi perencanaan
sepenuhnya nasional
terintegrasi
Koordinasi Tumpang
Kelembagaan . . | Peraturan Keterbatasan tindih Pengelolaan
antar instansi .
dan . perundang- kapasitas kewenangan SDA belum
. . sudah berjalan - .
Koordinasi namun masih undangan kelembagaan pusat, terintegrasi
Pengelolaan erlu pengelolaan | dan koordinasi | provinsi, dan | secara
SDA b SDA internal kabupaten/ menyeluruh
penguatan Kk
ota
2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

terhadap capaian program nasional/internasional seperti

NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh memberikan
dampak yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

khususnya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan
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melalui peningkatan pengelolaan sumber daya air dan ketersediaan
infrastruktur SDA dalam kondisi baik. Pembangunan dan peningkatan
infrastruktur pengairan, pengelolaan sistem irigasi, serta pengendalian daya
rusak air seperti banjir dan abrasi pantai berkontribusi langsung terhadap
peningkatan pelayanan publik di sektor sumber daya air serta mendukung
ketahanan pangan daerah melalui penyediaan air irigasi yang lebih andal.

Selain itu, capaian program dan kegiatan tersebut juga mendukung
penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pengelolaan
sumber daya air serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya terkait layanan
dasar penyediaan infrastruktur pengairan dan pengendalian banjir. Dengan
adanya pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi dan bangunan air secara berkelanjutan, kualitas layanan
infrastruktur pengairan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Di tingkat global, pelaksanaan program Dinas Pengairan Aceh juga
memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), terutama pada tujuan SDG 2 (Zero Hunger) melalui
dukungan terhadap ketahanan pangan, SDG 6 (Clean Water and Sanitation)
melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta SDG 13
(Climate Action) melalui upaya pengendalian banjir dan adaptasi terhadap
perubahan iklim. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan di
sektor pengairan tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan
daerah, tetapi juga selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan

agenda pembangunan global yang berkelanjutan.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
perangkat daerah
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Pengairan dapat dilihat dari kondisi pengelolaan sumber daya air, kebutuhan
infrastruktur, serta dinamika lingkungan dan pembangunan daerah.
Tantangan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya ketersediaan
anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan

dibandingkan dengan luasnya jaringan irigasi dan banyaknya daerah rawan
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banjir yang perlu ditangani. Selain itu, kondisi sebagian infrastruktur irigasi
yang telah mengalami penurunan fungsi, sedimentasi sungai, kerusakan
daerah aliran sungai (DAS), serta dampak perubahan iklim yang
meningkatkan risiko banjir dan kekeringan juga menjadi tantangan dalam
pengelolaan sumber daya air. Tantangan lainnya adalah kebutuhan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan
pengelola irigasi, serta koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam
pengelolaan sumber daya air yang terpadu.

Selanjutnya peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
pelayanan Dinas Pengairan, antara lain adanya dukungan kebijakan
nasional terkait penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan, program
modernisasi irigasi, serta pengembangan pengelolaan sumber daya air
berbasis teknologi dan sistem informasi. Selain itu, meningkatnya perhatian
terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan juga
membuka peluang untuk penerapan pendekatan inovatif seperti pengelolaan
daerah aliran sungai secara terpadu, pemanfaatan teknologi hidrologi dan
sistem informasi sumber daya air, serta penguatan partisipasi masyarakat
melalui kelembagaan petani pemakai air (P3A). Dengan memanfaatkan
peluang tersebut secara optimal, diharapkan pelayanan Dinas Pengairan
dapat semakin efektif dalam ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi

baik dan pembangunan sektor pertanian di Aceh.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA

Review terhadap rancangan awal RKPA berkaitan dengan Program
Prioritas RKPA pemerintah yaitu infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas
lingkungan kebencanaan. Program prioritas pemerintah tersebut terdapat
program yang berkaitan dengan Program Dinas Pengairan yaitu program

Pengelolaan Sumber Daya Air.

2.4.1.Perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan hasil analisis
kebutuhan
Perbandingan antara rancangan awal RKPA Tahun 2027 dengan

analisis kebutuhan adalah pada rancangan awal RKPA tahun 2027 dengan
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program dan kegiatan berasal dari SKPA yang merupakan turunan dari
RKPA. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang transparan,
partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam perencanaan dan
penganggaran. Perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan analisis
kebutuhan adanya penurunan pagu indikatif yaitu dari Rancangan Awal
berdasarkan Renstra SKPA sebesar Rp. 126.944.368,- dan analisis
kebutuhan yaitu sebesar Rp. 113.967.856.219,- yang disebabkan kebutuhan

atas kewajiban Anggaran oleh Pemerintah Aceh.

2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses perbandingan tersebut

dilakukan

Uraian perbandingan perlu dilaksanakan disebabkan yaitu untuk
mempedomani penyempurnaan Renja Dinas Pengairan, menyelaraskan
prioritas pembangunan aceh dengan kab/kota, menyusun rancangan
kebijakan umum anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA) dan
rancangan plafond dan prioritas Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bahan
sinkronisasi penyusunan rancangan Qanun tentang APBA dan sebagai

instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.3.Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPA

Temuan dan catatan penting tidak terdapat perbedaan dengan
rancangan awal RKPA.

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2027
pada Dinas Pengairan Aceh, terdapat beberapa temuan yang diperoleh
setelah dilakukan penyesuaian terhadap target capaian kinerja serta evaluasi
realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hasil review menunjukkan adanya
perbedaan antara pagu anggaran pada rancangan awal dengan kebutuhan
anggaran yang telah dianalisis kembali.

Pada rancangan awal, pagu anggaran Dinas Pengairan Aceh direncanakan
sebesar Rp. 126.944.368.939,00, namun setelah dilakukan analisis

kebutuhan anggaran serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan
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dan kewajiban anggaran Pemerintah Aceh, pagu tersebut mengalami
penurunan menjadi Rp. 113.967.856.219,00.
Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah dan kewajiban
anggaran Pemerintah Aceh.

2. Penajaman prioritas program dan kegiatan agar lebih fokus pada
program yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2027.

3. Hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun sebelumnya yang
menunjukkan perlunya efisiensi dan rasionalisasi anggaran pada
beberapa kegiatan.

4. Penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah serta
sinkronisasi dengan program prioritas pemerintah.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan program dan kegiatan
yang direncanakan dalam RKPA Tahun 2027 dapat lebih efektif, efisien, dan
tepat sasaran dalam mendukung pencapaian target pembangunan sektor

sumber daya air di Aceh.

2.4.4. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPA tahun yang

direncanakan

Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2027 pada Dinas
Pengairan Aceh dilakukan dengan menyesuaikan target capaian kinerja
tahun 2027 serta mempertimbangkan realisasi anggaran yang telah dicapai
pada tahun sebelumnya. Hasil review tersebut disajikan pada Tabel T-C.31.
Berdasarkan Tabel T-C.31, diketahui bahwa pagu pada rancangan awal
RKPA sebesar Rp. 126.944.368.939,00. Namun, berdasarkan hasil analisis
kebutuhan anggaran, terjadi penyesuaian sehingga pagu anggaran
mengalami penurunan menjadi Rp. 113.967.856.219,00. Penurunan
tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap kewajiban anggaran

Pemerintah Aceh yang harus diprioritaskan.
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Tabel TC. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2027

SKPA : Dinas Pengairan Aceh

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
TOTAL ANGGARAN Rp. 126.944.368.939,00 TOTAL ANGGARAN Rp. 113.967.856.219
B [BELANJA LANGSUNG Rp. 126.944.368.939,00 BELANJA LANGSUNG Rp. 113.967.856.219
WAJIB PELAYANAN DASAR Rp. 126.944.368.939,00| WAJIB PELAYANAN DASAR Rp. 113.967.856.219
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp. 126.944.368.939,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp. 113.967.856.219
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Lancarnya kebutuhan PROGRAM PENUNJANG Lancarnya kebutuhan
A [PEMERINTAHAN DAERAH Banda Aceh lo rasioflal rkantoran 95 % Rp. 59.533.918.267,00| URUSAN PEMERINTAHAN Banda Aceh o rasio}l,!al rkantoran 100 % Rp.  46.557.405.547
PROVINSI Pe pe DAERAH PROVINSI pe pe
Tingkat Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, Tingkat Tercapainya
P, P d: ’
erenca.na?n, . enganggaran, can Banda Aceh Perencanaan dan Evaluasi 6 Dok Rp. 229.482.197,00| dan Evaluasi Kinerja Perangkat Banda Aceh Perencanaan dan Evaluasi 6 Dok Rp. 211.553.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah N L
Kinerja Daerah Kinerja
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
yu Banda Aceh Perencanaan Perangkat 6 Dok Rp. 229.482.197,00 u Banda Aceh Perencanaan Perangkat 6 Dok Rp. 211.553.900
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
Daerah Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Banda Aceh ng'kat Capaian kinerja 100 % Rp.  46.712.461.680,00 edmlm‘straﬂ Keuangan Banda Aceh ’l‘mg‘kat Capaian kinerja 100 % Rp.  39.877.412.031
Daerah dan ng: F gkat Daerah dan ng:
. . . Jumlah Orang yang . . . Jumlah Orang yang )
o1 Penvediaan Gaji dan Tunjangan | p 4o 2oy Menerima Gaji dan 378 Orang/ b Rp.  44.337.573.680,00| Teryediaan Gaji dan Tunjangan | gy o Menerima Gaji dan 378 08/ oo 39.998.390.508
ASN . ASN . bulan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil
02 Pelai{sanaan Tucas ASN Banda Aceh Penyediaan Administrasi 1 Dok Rp. 2.374.888.000,00 Pela}llsanaan Tugas ASN Banda Aceh Penyediaan Administrasi 1 Dok 579.021.503
& Pelaksanaan Tugas ASN & Pelaksanaan Tugas ASN
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Administrasi B Milik Daerah ini i ili
d’:‘“‘;’:;’m“;:';fah aera| BandaAceh | Kebutuhan Sarana dan 100 % Rp.  124.051.971,00 AD::::’S"::‘ B:““ix"];:mh BandaAceh | Kebutuhan Sarana dan 100 % Rp. 35.275.498
paca pe Prasarana Kantor paca perang Pr Kantor
- Jumlah Laporan " Jumlah Laporan
Eear;::;lus:g:asnl(];?)rang Milik Banda Aceh Penatausahaan Barang Milik 5 Laporan | Rp. 124.051.971,00 ;Z:;uszg:z;ggr ang Milik Banda Aceh Penatausahaan Barang 5 Laporan |Rp. 35.275.498
P Daerah pada SKPD P Milik Daerah pada SKPD
Admm{stras: Kepegawaian Banda Aceh Persentaie aparatur y&.mg 100 % Rp. 137.257.670,00 edmlm‘stras: Kepegawaian Banda Aceh Persentals? aparatur yéng 100 % Rp. 50.386.500
P gkat Daerah kompetensi ); gkat Daerah kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan étféfszf;agj‘ﬁ s dan Pendidikan dan Pelatihan éﬁﬁfiﬁfﬁ“ﬁ s don
01 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Banda Aceh . &s Ca 4 Orang Rp. 54.450.000,00| Pegawai Berdasarkan Tugas dan Banda Aceh X £as aal 11 Orang  |Rp. -
Fungsi Fungsi yang Mengikuti Fungsi Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan
Jumleh Orang yang Vienglot Bmpinga
Bimbingan Teknis Implementasi | - p 1. oy | Mengikuti Bimbingan Teknis) )y ¢ 0 | o 82.807.670,00| Dimbingan Teknis Implementasi | b (0 ) ) Teknis Implementasi 60 Orang  |Rp. 50.386.500
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan Undangan
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(1) 2) @) (4) (5) 6) _ (7 8) ) (10) (11) (12)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Persentase Tersedianya
Dactah "8 Banda Aceh Sarana dan Prasarana 100 % Rp.  1.908.508.414,00 Daerah 8 Banda Aceh Sarana dan Prasarana 100 % Rp. 1.255.910.645
Kantor Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi fsg;ﬁifii:;ﬁfpné igrrl:;l an Penyediaan Komponen Instalasi fsgﬁ;lpﬁiiifg iZ?:S a0
01 Listrik/Penerangan Bangunan Banda Aceh 8 2 Paket Rp. 15.072.750,00| Listrik/Penerangan Bangunan Banda Aceh 8 2 Paket  [Rp. 4.602.806
Kantor Bangunan Kantor yang Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan Disediakan
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
y Banda Aceh Perlengkapan Kantor yang 5 Paket Rp. 1.223.720.001,00 ) Banda Aceh Perlengkapan Kantor yang 5Paket  |Rp. 773.323.128
Perlengkapan Kantor o Perlengkapan Kantor L
Disediakan Disediakan
. - Jumlah Paket Bahan . - Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Banda Aceh Logistik Kantor yang 2 Paket Rp. 136.377.827,00 Penyediaan Bahan Logistik Banda Aceh Logistik Kantor yang 2 Paket  [Rp. 173.539.422
Kantor o Kantor o
Disediakan Disediakan
. Jumlah Paket Barang . Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Banda Aceh Cetakan dan Penggandaan 2 Paket Rp. 50.586.881,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Banda Aceh Cetakan dan Penggandaan 2 Paket  [Rp. 65.777.614
Penggadaan o Penggadaan o
yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan
Peraturan Perundang-Undangan Banda Acch Perundang-Undangan yang 12 Dokumen| Rp. 11.878.020,00 Peraturan Perundang-Undangan Banda Acch Perundang-Undangan yang 12 DokumenRp. 6.641.445
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Banda Acch Penyelenggaraan Rapat 1 Lavoran | R 470.872.935.00 Penyelenggaraan Rapat Banda Acch Penyelenggaraan Rapat 1 Lavoran R 932.026.931
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi P P TP Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi P P e
SKPD SKPD
Tingkat Kepuasan I Tingkat Kepuasan
Pengadaan Barang Milik Daerah Wasyarakat Ter}mdap Pengadaan Barang Milik Masyarakat Ter!:adap
. . Layanan Pemerintah, dan . Layanan Pemerintah, dan
Penunjang Urusan Pemerintah Banda Aceh . 100 % Rp.  5.500.000.000,00| Daerah Penunjang Urusan Banda Aceh . 100 % 350.000.000
Tingkat Kelengkapan . Tingkat Kelengkapan
Daerah Pemerintah Daerah
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Aparatur Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendarazn Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendarazn
A efasim o Laoanean BandaAceh | Dinas Operasional atau 2Unit |Rp.  1000.000000,00| efasml don Lananzon BandaAceh | Dinas Operasional atau 1 Unit 100.000.000
P pang Lapangan yang Disediakan P pang Lapangan yang Disediakan
02 Pengadaan Asct Tetap Lainnya | BandaAceh | Oumian Unit Aset Tetap 2Unit  |Rp.  1000.000.00000| Pengadaan AsetTetap Lainnya |  BandaAcch | Somiah UnitAsctTetap 1 Unit 100.000.000
Lainnya yang Disediakan Lainnya yang Disediakan
Jumlah Unit Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Kantor
Pengadazn Gédung Kantor atau Aceh Jaya atau Bangunan Lainnya 1 Unit Rp. 3.000.000.000,00 Pengadazn th:dung Kantor atau Banda Aceh atau Bangunan Lainnya 1 Unit 100.000.000
Bangunan Lainnya Lo Bangunan Lainnya L
- _yang Disediakan | | ] yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
04 Prasarana Gedung Kantor atau Tersebar ¢ 1 Unit Rp. 500.000.000,00| Prasarana Gedung Kantor atau Banda Aceh g 1 Unit 50.000.000
Baneunan Lainnva atau Bangunan Lainnya Baneunan Lainnva atau Bangunan Lainnya
& ¥ yang Disediakan & v yang Disediakan
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0

(1) 2 8) (5) (6) (7 (8) (10 (1) (12
Penvedizan Jasa Penumia Persentase Tersedianya Penvediaan Jasa Penunia Persentase Tersedianya
) \ jang BandaAceh | Jasa Penunjang urusan 100 % Rp.  3.188.434.710,00 vy . varg Banda Aceh Jasa Penunjang urusan 100 % Rp.  3.073.126.621
Urusan Pemerintahan Daerah . Urusan Pemerintahan Daerah )
Dinas Dinas
. Jumlah Laporan Penyediaan . Jumlah Laporan Penyediaan
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |~ Banda Aceh Jasa Surat Menpurt 1 Lap Rp. 1.003.860,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat| ~ Banda Aceh Jasa Surat Menpurt 1 Lap Rp.
Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber
sumber daya air dan listrik Banda Acch Daya Air dan Listrik yang 121z Rp 83742380300 sumber daya air dan listrik Banda Acch Daya Air dan Listrik yang Rl R 852421302
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Banda Acch Perlengkapan Kantor yang 1212 e 160.962.607,00 Perlengkapan Kantor Banda Acch Perlengkapan Kantor yang 1212 e 175.534.969
Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumiah Laporan Penecizan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumiah Laporan Penecizan
v d BendaAceh | Jasa Pelayanan Umum 12 Lap 2.189.044.440,00| ¥ Bandaceh | Jasa Pelayanan Umum Dlp R 2045170350
Umum Kantor o Umum Kantor L
Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik " Pemeliharaan Barang Milik e
Daerah Penunjang Urusan Banda Aceh ;::sr::}ita:e B;?nglzﬂl: 100 % Rp.  1733.721.625,00| Daerah Penunjang Urusan Banda Aceh ;:::;ta:e B;:ngl?ll:il: 100 % Rp.  1703.740.352
Pemerintahan Daerah yang ferpe Pemerintahan Daerah yang ferpe
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Junlzh Kendfiraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Junlah Kendgraan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas ata Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perurangan Dinas atau
\ Banda Aceh Kendaraan Dinas Jabatan 11 Unit Rp. 452.833.920,00 ) Banda Aceh Kendaraan Dinas Jabatan 11Unit  [Rp. 376.673.991
Kendaraan Perorangan Dinas o Kendaraan Perorangan Dinas o
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliara dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelhara dan
Dibayarkan Pajaknya Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendarazn Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangen Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasonal atau Lapangen
i - BandaAceh | yang Dipelihara dan 80 Unit Rp. 958.395.205,00( _ . o Banda Aceh yang Dipelihara dan 80 Unit  |Rp. 890.046.869
Perizinan Kendaraan Dinas . . Perizinan Kendaraan Dinas . )
. Dibayarkan Pajak dan . Dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan B Operasional atau Lapangan I
Perizinannya Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
03 Gedung Kantor dan Bangunan Banda Aceh Bangunan Lainnya yang 4 Unit Rp. 322.492.500,00] Gedung Kantor dan Bangunan Banda Aceh Bangunan Lainnya yang 4Unit  [Rp. 437.019.493
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
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Semua
" PROGRAM PENGELOLAAN Kabupaten/Kota, —_—
- - Kapasitas Air Baku 1,11 m3/dt |Rp. 67.410.450.672 SUMBER DAYA AIR (SDA) Semua Kecamatan, | Kapasitas Air Baku 1,11 m3/dt |Rp. 67.410.450.672
Semua Semua Kelurahan
—PROGRAM PENGELOLAAN Kabupaten/Kota,
SUMBER DAYA AIR (SDA) Semua Kecamatan, |y, oy Kotahanan Air 3,65 Indeks - Indeks Ketahanan Air 3,65 Indeks
B Semua Kelurahan
- Persentase Ketersediaan - Persentase Ketersediaan
Infrastruktur SDA Dalam | 56,83 % Infrastruktur SDA Dalam | 56,83 %
Kondisi Baik Kondisi Baik
Pengelolaan SDA dan Bangunan Semua Persentase Luas genangan Pengelolaan SDA dan Bangunan Semua Persentase Luas genangan
Penga.ma.n Pantai pada Wilayah | Kabupaten/Kota, | ya!!g terlindungi dar.l banjir 4038 % Rp. 31.699.641.000 Pengafna.n Pantai pada Wilayah | Kabupaten/Kota, yaflg terlindungi dar.l banjir 4058 % Rp.  31699.641000
Sungai Lintas Daerah Semua Kecamatan, | akibat luapan sungai dan Sungai Lintas Daerah Semua Kecamatan, | akibat luapan sungai dan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan | pasang purnama Kabupaten/Kota Semua Kelurahan | pasang purnama
Jumlah Rencana Teknis dan Penyusunan Rencana Teknis Jumlah Rencana Teknis
Penyusunan Rencana Teknis Dokumen Lingkungan u . dan Dokumen Lingkungan
. ) ) . dan Dokumen Lingkungan . .
dan Dokumen Lingkungan Hidup Aceh Utara. Aceh Hidup untuk Konstruksi Hidup untuk Konstruksi Kab. Acch Utara Hidup untuk Konstruksi
03 untuk Konstruksi Pengendali ' Pengendali Banjir, Lahar, 3 Dok Rp. 1.550.000.000,00 pumu B0t y " | Pengendali Banjir, Lahar, 3Dok  [Rp. 1.550.000.000
B . Barat Daya ; Pengendali Banjir, Lahar, Seunuddon ;
Banjir, Lahar, Drainase Utama Drainase Kawasan dan ; Drainase Kawasan dan
) . Drainase Utama Perkotaan dan )
Perkotaan dan Pengaman Pantai Pengaman Pantai yang . Pengaman Pantai yang
. Pengaman Pantai .
Disusun Disusun
o Kab. Pidie Jaya, -
05 Pembangunan Unit Air Baku PidieJaga | eh UNUATBARUYERE | oo Ro 20000000000 Pembangunan UnitAirBaky | Trenggadeng, | S UnitAir Bakuyeng 1Unt  [Rp.  200.000.000
Dibangun Dibangun
Peulandok Tunong
Acch Utar, Acch Panjang Tanggul Sungai icelil Uliar& Panjang Tanggul Sungai
06 Pembangunen Tanggul Sungai | Selatan, Aceh JAng TANELE S 020Km  |Rp.  4000.000.000,00]- Pembangunan Tanggul Sungai | 0 Jang Tangeut Sung 045Km  [Rp.  9.000.000.000
, yang dibangun Meunasah Geumata | yang dibangun
Tamiang »
Kah. Pidie. Tangse
Pembangunan Seawall dan Panjang Seawall dan Pembangunan Seawall dan Kab. Aceh Selatan, | Panjang Seawall dan
08 Bangunan Pengaman Pantai Bangunan Pengaman Pantai | 0,07 Km Rp. 3.500.000.000,00 Bangunan Pengaman Pantai Bakongan Timur, | Bangunan Pengaman Pantai| 0,07 Km Rp. 3.500.000.000
Lainnya Lainnya yang Dibangun Lainnya Pasie Seubadeh | Lainnya yang Dibangun
Panjang Tanggul Sungai Kab. Ach Utaa, Panjang Tanggul Sungai
10 Rehabilitasi Tanggul Sungai Aceh Utara Jang "angstt Sung 010Km  |Rp.  2.000.000.00000] Rehabilitasi Tanggul Sungai | Syamtaliradron, | s @8O 010Km  [Rp.  2000.000.000
yang direhabilitasi Masid yang direhabilitasi
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(2) () @) (4) (5) (6) (7 8 £l (10) (11) (12)
Kab. Aceh Selatan,
Kota Bahagiia,
Aceh Utara, Labuhan Haji Timur
Kab. Aceh Utara,
Lhokscumawe, Acch Panjang Sungai yan, Nisam, Binjee Panjang Sungai yan;
11 Normalisasi/Restorasi Sungai Selatan, Aceh . Jang . g yang . 4,00 Km Rp. 1.560.000.000,00 Normalisasi/Restorasi Sungai . vee, . Jang . g yang . 1,20 Km Rp. 1.560.000.000
) dinormalisasi/ restorasi Syamtalira Aron | dinormalisasi/ restorasi
Tamiang, Aceh
Tenadh Lhokseumawe,
8 Muara Dua
Kab. Aceh Jaya,
Panga
e Jumlah Embung dan I Jumlah Embung dan
E"z‘ab‘htfl Em;??iiiii“ Penampung Air Lainnya 1,00 Unit | Rp. 20.000.000,00 Ee:ab‘ma[fl i‘rxfﬁiﬂf Penampung Air Lainnya 1Unit  |Rp. 20.000.000
enampungan v yang Dirchabiltasi CremPHIE v yang Dirchabilitasi
. . . . . Panjang
Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater/Seawall Operasi dan Pemeliharaan
Breakwater/Seawall dan dan Bangunan Pengaman Breakwater/Seawall dan Brealwater/Seawall dan
. angu 8 0,11 Km Rp. 1.050.000.000,00 . Bangunan Pengaman Pantai| 0,11 Km Rp. 1.050.000.000!
Bangunan Pengaman Pantai Pantai Lainnya yang Bangunan Pengaman Pantai . ! .
. . \ . . Lainnya yang Dioperasi dan
Lainnya Dioperasi dan Dipelihara Lainnya L
Dipelihara
Operasi dan Pemeliharaan JUnLAN ENDUNE CAn Operasi dan Pemeliharaan JUnLAN EMDUNE CAN
14 Embung dan Penampung Air Seluruh Kabupaten Penampung A,lr Lainnya 5 Unit Rp. 500.000.000,00{ Embung dan Penampung Air Kab. Ac.e}.l vtara, Pena.mP U A?r Lainnya 5 Unit Rp. 500.000.000
Lai WS Kewenangan | yang dioperasikan dan . Kab. Pidie Jaya | yang dioperasikan dan
innya e Lainnya ol
Operasi dan Pemeliharaan Junlah Embung Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Junlah Embung Air Baku
P . yang Dioperasikan dan 1 Unit Rp. 20.000.000,00 P . yang Dioperasikan dan 1 Unit Rp. 20.000.000
Embung Air Baku e Embung Air Baku L
Dipelihara Dipelihara
Opera§1 dan Pemeliharaan Seluruh Kabupaten Pgnjgng sungai yang 4Km Rp. 1,500,000.000,00)- Operasll dan Pemeliharaan Semua Kab) Kota Pgnjeling sungai yang 4Km Rp. 1.500.000.000
Sungai WS Kewenangan | dipelihara Sungai dipelihara
. . Jumlah Polder/Kolam . . Jumlah Polder/Kolam
Operasi dan Pemeliharaan Seluruh Kabupaten | oo ; vang Dioperasi dan 1Unit | Rp. 20.000.000,00| 2peresidan Pemeliharazn Retensi yang Dioperasi dan 1Unit  |Rp. 20.000.000
Polder/Kolam Retensi WS Kewenangan o Polder/Kolam Retensi o
Dipelihara Dipelihara
. . Jumlah Flood Forecasting . . Jumlah Flood Forecasting
1 Peningkatan Flood Forecasting | Seluruh Kabupaten | o vino sycter (bRWS)| 1Umit | Rp. 1.000.000.000,00| Peringkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS) 1Unit [Rp.  1.000.000.000
and Warning System (FFWS) WS Kewenangan I and Warning System (FFWS) »
yang Ditingkatkan yang Ditingkatkan
. . Panjang Tanggul Sungai . . Panjang Tanggul Sungai
19 Peningkatan Tanggul Sungai yang Difingkatkan 0 Km Rp. 5.000.000.000,00| Peningkatan Tanggul Sungai yang Difingkatkan 0,25 Km Rp. 5.000.000.000
. . Panjang Tanggul dan Tebing . . Panjang Tanggul dan Tebing
20 ?:;”Sl] ‘3121; };Z‘&i‘h;;i“aj Sungai yang Dioperasikan Km  |Rp.  1.250.000.000,00 (T);’Ifm‘l‘jii l;eﬁmg;f‘; Sungai yangDioperaskan | 025Km  [Rp.  1.250.000.000
g goung dan Dipelihara seu g oung dan Dipelihara
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Rehabilitasi Bangunan Panjang Bangunan Rehabilitasi Bangunan Panjang Bangunan
nsu Perkuatan Tebing yang 0,25 Km Rp. 5.000.000.000,00 g Perkuatan Tebing yang - Km Rp. -
Perkuatan Tebing . Perkuatan Tebing .
Dibangun Dibangun
Penyusunan Pola dan Rencana Jumlah Pola dan Rencana Penyusunan Pola dan Rencana Jumlah Pola dan Rencana
22 Pengelolaan SDA WS Banda Aceh Pengelolaan SDA WS 1,00 Dokumen | Rp. 500.000.000,00| Pengelolaan SDA WS Pengelolaan SDA WS 1 Dok Rp. 500.000.000
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang
Pengelolaan Hidrologi dan ;2:11:121]:::22::m Pengelolaan Hidrologi dan g:?;il?;:::i:m
23 Kualitas Air WS Kewenangan Banda Aceh . g . . . 4 Dokumen| Rp. 1.500.000.000,00| Kualitas Air WS Kewenangan Banda Aceh X g . . . 27 Dokumen|Rp. 1.500.000.000
o Hidrologi dan Kualitas Air . Hidrologi dan Kualitas Air
Provinsi . Provinsi .
WS Kewenangan Provinsi WS Kewenangan Provinsi
Pembinaan dan Pemberdayaan ;sgnlz}élzzrggzgaan Pembinaan dan Pemberdayaan ;s?lszlgfggzgaan
24 Kelembagaan Pengelolaan SDA Banda Aceh € . 15 Lembaga | Rp. 200.000.000,00| Kelembagaan Pengelolaan SDA - 8 . 15 Lembaga |Rp. 200.000.000
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang
Dibina dan Diberdayakan Dibina dan Diberdayakan
Jumlah Dokumen Evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi
Evaluasi dan Rekomendasi dan Rekomendasi Teknis Evaluasi dan Rekomendasi dan Rekomendasi Teknis
25 Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Banda Aceh (Rekomtek) Pemanfaatan 2 Dokumen | Rp. 329.641.000,00| Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Banda Aceh (Rekomtek) Pemanfaatan 2 Dokumen|Rp. 329.641.000
SDA WS Kewenangan Provinsi SDA WS Kewenangan SDA WS Kewenangan Provinsi SDA WS Kewenangan
Provinsi yang Disusun Provinsi yang Disusun
Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Sumber Daya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Sumber Daya
Peningkatan Kapasitas Air Kewengan Provinis yang Peningkatan Kapasitas Air Kewengan Provinis yang
Kelembagaan Pengelolaan SDA Banda Acch Ditingkakan Kapasitasnya 6 Lembaga | Rp. 1.000.000.000,00 Kelembagaan Pengelolaan SDA Banda Aceh Ditingkakan Kapasitasnya 6 Lembaga |Rp. 1.000.000.000
Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi
Pengembangan dan Pengelol. Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan Semua Sistem Irigasi Primer dan Semua
Sekunder pada Daerah Irigasi | Kabupaten/Kota, . o Sekunder pada Daerah Irigasi Kabupaten/Kota, . o
yang Luasnya 1000 Ha - 3000 |Semua Kecamatan, Persentase Irigasi Modern | 75,12 % Rp. 35.710.809.672,00 yang Luasnya 1000 Ha - 3000 | Semua Kecamatan, Persentase Irigasi Modern | 67,13 % Rp.  35.710.809.672
Ha dan Daerah Irigasi Lintas Semua Kelurahan Ha dan Daerah Irigasi Lintas Semua Kelurahan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
. Jumlah Rencana Teknis dan . Jumlah Rencana Teknis
Penyusunan Rencana Teknis . Penyusunan Rencana Teknis .
dan Dokumen Lingkungan Hiduj Dokumen Lingkungan dan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
01 itk 8 Pl Banda Aceh Hidup untuk Konstruksi 1 Dok Rp. 1.500.000.000,00 Hidup untuk XU Banda Aceh Hicdup untuk Konstruksi 1 Dok Rp. 1.500.000.000
Konstruksi Irigasi dan Rawa Irigasi dan Rawa yang Konstruksi Irigasi dan Rawa Irigasi dan Rawa yang
Tersusun Tersusun
Pembangunan Jaringan Irigasi . Aceh Utara, Panjang Jaringan ngam 1,38 Km Rp. 20.660.809.672,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan ngas1 0,07 Km Ro. 20.660.809.672
Permukaan Bireuen, Aceh Jaya| Permukaan yang Dibangun Permukaan Permukaan yang Dibangun
- Jumlah Bendung Irigasi - Jumlah Bendung Irigasi
03 Pembangunan Bendung Irigasi yang dibangun 0 Bendung | Rp. 0,00| Pembangunan Bendung Irigasi yang dibangun Bendung [Rp.
. . - Gayo Lues, Aceh | Panjang Jaringan Irigasi . . - Panjang Jaringan Irigasi
og Peningkatan Jaringan ligast |, s o) Selatan | Permukaan yang 0,25 Km Rp.  2500000.000,00| Feningkatan Jaringan Irigasi Bireuen Permukaan yang 025Km  [Rp.  2.500.000.000
Permukaan . o Permukaan "
Bireuen ditingkatkan ditingkatkan
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Peningkatan Jaringan Irigasi _ | Panjang Jaringan Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi i
09 Tambak Tambak yang Ditingkatkan 0,20 Km Rp. 300.000.000,00 Tambak Tambak yang Ditingkatkan Km Rp.300.000.000,00
Kab. Aceh Timur,
Aceh Timur, Aceh Nurussaam, Blang
L - Barat Daya, Aceh | Panjang jaringan irigasi P, . Panjaou, Idi Tunong,| Panjang jaringan irigasi
E:xziﬁ: Jaringan Irigasi Tamiang, Bireuen, | permukaan yang 0,40 Km Rp. 4.000.000.000,00 g:ziﬁg:: Jaringan Irigasi Seunubok Jalan permukaan yang 0,35 Km Rp. 4.000.000.000
Aceh Utara, Aceh | direhabilitasi Kab. Aceh Barat direhabilitasi
Selatan Daya, Babah Rot,
Pante Rakyat
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi
1 Tambak Tambak yang Direhabilitasi 0.10 Km Rp. 100.000.000,00 Tambak Tambak yang Direhabilitasi 782,16 km Rp. 100.000.000,00
Kab. Aceh Selatan,
Kab. Aceh Tenggara,
Kab. Aceh Timur, . . -
. . Panjang Jaringan Irigasi . . Kab. Aceh Utara Panjang Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharaan Seluruh Kabupaten | |po 1o vang 515,61 Km Rp.  1850.000000,00| Operesi dan Pemeliharaan Kab, Bircuen, Kab, | Lcmukean yang 51561Kkm  [Rp.  1.850.000.000
Jaringan Irigasi Permukaan WS Kewenangan : . Lo Jaringan Irigasi Permukaan Dioperasikan dan
Dioperasikan dan Dipelihara Aceh Barat Daya, Dinelihara
Kab. Gayo Lues, Kab. P
Aceh Tamiang, Kab.
Pidie Jaya
Kab. Aceh Selatan,
Kab. Aceh Tenggara,
Kab. Aceh Timur,
. . Jumlah Bendung Irigasi . . Kab. Aceh Utara, Jumlah Bendung Irigasi
Operasi dax} Pe@ellhuam Seluruh Kabupaten yang dioperasikan dan 23 Bendung | Rp. 2.400.000.000,00 Operasi dm.l Peglehharaan Kab, Bireuen, Kab. | yang dioperasikan dan 23 Bendung |Rp. 2.400.000.000
Bendung Irigasi WS Kewenangan o Bendung Irigasi i
dipelihara Aceh Barat Daya, | dipelihara
Kab. Gayo Lues, Kab.
Aceh Tamiang, Kab.
Pidie Jaya
Overasi dan Pemeliharaan Kab. Aceh Timur, | Panjang Jaringan Irigasi Onerasi dan Pemeliharaan Kab. Aceh Timur, | PanjangJaringan Irigasi
P X . Kota Langsa, Kab. | Rawa yang dioperasikan dan| 41,79 Km Rp. 1.100.000.000,00 p. . Kota Langsa, Kab. | Rawa yang dioperasikan 41,79 Km Rp. 1.100.000.000
Jaringan Irigasi Rawa . . Jaringan Irigasi Rawa K Do
Aceh Tamiang dipelihara Aceh Tamiang dan dipelihara
. . Panjang Jaringan Irigasi . . Panjang Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharaan Tambak yang Dioperasikan | 782,16 Km Rp. 100.000.000,00| OPerast dan Pemeliharazn Tambak yang Dioperasikan | 782,16 Km 100.000.000
Jaringan Irigasi Tambak L Jaringan Irigasi Tambak L
dan Dipelihara dan Dipelihara
Operasional Kelembagaan Jumlah Unit Lembaga Operasional Kelembagaan K:cbelhBlizlleIsl;B;:Sa Jumlah Unit Lembaga
P | teembag Semua Kab/ Kota | Pengelola Irigasi yang 5 Unit Rp. 500.000.000,00] 7 | Heembag » ANgsa, 84D | pergelola Irigasi yang 5Unit  [Rp. 500.000.000
Pengelola Irigasi . Pengelola Irigasi Aceh Jaya, Kab. Aceh .
Beroperasi Beroperasi
Barat Daya
Penguatan Kapsias e Kewenangi Povi Penguatan Kapsias i Kewerangn P
17 Kelembagaan Pengelola Irigasi Semua Kab/ Kota gast ! 8 1 Lembaga | Rp. 300.000.000,00| Kelembagaan Pengelola Irigasi Banda Aceh gast ! g 1 Lembaga [Rp. 300.000.000
. yang Diperkuat o yang Diperkuat
Kewenangan Provinsi . Kewenangan Provinsi .
Kapasitasnya Kapasitasnya
Pengelolaan dan Pengawasan Jumlah Dacrah Irigasi yang Pengelolaan dan Pengawasan Jumlah Dacrah Irigasi yang
gelolaan dan Feng Semua Kab/ Kota | Terkelola dan Terawasi 27Dl Rp. 400.000.000,00| * ge0aan can reng Semua Kab/ Kota | Terkelola dan Terawasi 27Dl Rp. 400.000.000
Alokasi Air Irigasi Alokasi Air Irigasi

Alokasi Airnya

Alokasi Airnya
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN

Pembangunan Aceh merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Pembangunan Aceh yang telah maupun yang akan dilaksanakan
harus mengacu kepada arah dan kebijakan pembangunan nasional yang

telah ditetapkan pemerintah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian PUPR 2025-2029, visi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia
Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum
yang Andal dan Berkelanjutan.” Pencapaian visi tersebut dilaksanakan
melalui pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi dan Hak Asasi Manusia: pentingnya ideologi
Pancasila sebagai fondasi utama negara, yang akan diiringi dengan
demokrasi kuat dan penegakan hak asasi manusia sebagai pilar harmoni
nasional.

2. Kemandirian Nasional di Berbagai Sektor: Astacita kedua adalah
membangun kemandirian nasional melalui swasembada di bidang
pangan, energi, dan air, serta mengembangkan ekonomi kreatif, hijau, dan
biru.

3. Penciptaan Lapangan Kerja dan Kewirausahaan: Misi ketiga
menargetkan  peningkatan lapangan  kerja  berkualitas serta
pengembangan industri kreatif dan kewirausahaan, termasuk
melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.

4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM): Pengembangan SDM menjadi
salah satu fokus utama melalui peningkatan kualitas pendidikan,

kesehatan, dan sains serta penegakan kesetaraan gender. PrabowoGibran
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juga menargetkan pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang
disabilitas.

5. Hilirisasi dan Industrialisasi: Program hilirisasi industri ditujukan
untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sehingga dapat
mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan
mengoptimalkan hasil sumber daya nasional.

6. Pengembangan Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Misi keenam
menekankan pentingnya membangun dari desa dan memastikan
pemerataan ekonomi, dengan upaya langsung untuk mengurangi
mengurangi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi pedesaan.

7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi: mengutamakan reformasi
birokrasi dan politik untuk menciptakan pemerintahan yang efektif,
transparan, dan anti-korupsi, serta upaya pencegahan dan
pemberantasan narkoba.

8. Harmoni Lingkungan dan Budaya: Misi terakhir bertujuan memperkuat
toleransi antar-umat beragama dan menjaga hubungan harmonis dengan
alam serta budaya. Upaya ini diharapkan mampu membangun Indonesia

yang sejahtera dan berbudaya.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian visi
kementerian melalui pencapaian misi ke-2, yaitu: “membangun
kemandirian nasional melalui swasembada di bidang pangan, energi, dan
air, serta mengembangkan ekonomi kreatif, hijau, dan biru.” Guna
mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan Kementerian PUPR 2025-2029
diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang
andal, termasuk infrastruktur sumber daya air, jalan, permukiman, dan
perumahan, untuk mendukung konektivitas, produktivitas, dan efisiensi.

2. Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan: Memastikan pembangunan
infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan, dengan
mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, serta mendukung

keseimbangan pembangunan antardaerah.
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3. Penguatan Industri Konstruksi: Meningkatkan kualitas dan kapasitas
industri konstruksi dalam negeri untuk mendukung pembangunan
infrastruktur yang berkualitas.

4. Peningkatan Kualitas Hidup: Memastikan ketersediaan infrastruktur
dasar yang layak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sejalan
dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

5. Keterpaduan Pembangunan: Meningkatkan keterpaduan pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang
dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan
kementerian melalui pencapaian tujuan -tujuan tersebut. Dalam rangka
pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR 2025- 2029, ditetapkan
5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran
Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2025 — 2029 yaitu
Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air: Pembangunan bendungan,

jaringan irigasi, prasarana air baku, dan bangunan pengendali banjir.

3.1.1. Uraian tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat
daerah.

Penyusunan kebijakan pembangunan sektor pengairan di daerah
harus selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang
dalam RPJMN 2025-2029 yang mendukung visi pembangunan nasional
menuju Indonesia Emas 2045. RPJM Aceh 2025-2029 disusun dengan
mengacu pada RPJMN tersebut dan berkontribusi terhadap pencapaian
target pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan nasional,
sektor sumber daya air memiliki peran strategis dalam mendukung
ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian bencana, serta

pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
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1. Penguatan Ketahanan Air Nasional
Salah satu arah kebijakan nasional adalah meningkatkan ketahanan

air nasional melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan
berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan air
yang cukup bagi kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan lingkungan.
Dalam hal ini Dinas Pengairan memiliki peran dalam:

e pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;

e pengelolaan jaringan irigasi;

e pengembangan tampungan air seperti bendungan dan embung;

o peningkatan konservasi sumber daya air.
Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air,
menjamin ketersediaan air baku, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan

air bagi berbagai sektor pembangunan.

2. Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Modernisasi Irigasi
Arah kebijakan nasional juga menekankan peningkatan ketahanan

pangan melalui penguatan infrastruktur irigasi yang andal dan efisien.
Sistem irigasi yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan
produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas produksi pangan. Kebijakan
ini diwujudkan melalui:

o rehabilitasi jaringan irigasi;

e modernisasi sistem irigasi;

e peningkatan efisiensi distribusi air;

e penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi.
Dalam hal ini, Dinas Pengairan berperan dalam pengelolaan dan
pengembangan jaringan irigasi kewenangan provinsi serta peningkatan

kualitas layanan irigasi kepada petani.

3. Pengendalian Daya Rusak Air dan Mitigasi Bencana

Pembangunan nasional juga menekankan penguatan sistem
pengendalian daya rusak air untuk mengurangi risiko bencana
hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai. Kebijakan ini

meliputi:
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e pembangunan infrastruktur pengendali banjir;

e normalisasi dan pengamanan sungai;

e pembangunan pengaman pantai;

e peningkatan sistem peringatan dini bencana.
Melalui fungsi ini, Dinas Pengairan memiliki tanggung jawab dalam
mengelola sungai dan infrastruktur pengendali banjir guna melindungi

masyarakat dan kawasan strategis dari dampak bencana.

4. Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Konservasi Lingkungan
Arah kebijakan pembangunan nasional juga menekankan pentingnya
pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan aspek keberlanjutan
lingkungan. Kebijakan ini dilakukan melalui:
o konservasi daerah aliran sungai (DAS);
o perlindungan kawasan sempadan sungai dan danau;
e pengelolaan kualitas air;
e penguatan sistem informasi hidrologi.
Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta
memastikan keberlanjutan sumber daya air dalam jangka panjang.
5. Penguatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Pembangunan
Pembangunan infrastruktur sumber daya air juga menjadi bagian dari
upaya penguatan infrastruktur wilayah untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah.
Melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan infrastruktur
pengairan lainnya, sektor ini berkontribusi terhadap:
e peningkatan produktivitas sektor pertanian;
e pengembangan kawasan strategis;
e peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini, peran Dinas Pengairan menjadi penting dalam mendukung

pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan.
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3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Tahun 2027 mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025-2027, dimana
kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi
dan Misi yang tertuang dalam RPJMA Tahun 2025-2029. Adapun Visi dalam
RPJMA 2025-2029 adalah “ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN
BERKELANJUTAN”

Visi dicapai dengan 7 (Tujuh) misi pembangunan. Dinas Pengairan
Aceh diamanatkan dalam “Misi 4 yaitu: Mewujudkan insfrastruktur dasar
dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas,
dan berkelanjutan” dengan meningkatnya ketahanan air daerah dalam
mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan, pengurangan resiko banjir,
keberlanjutan DAS dan dukungan terhadap pangan, energi, dan lingkungan
yang juga merupakan pelaksana urusan teknis pemerintahan di bidang
Pengelolaan SDA yang meliputi upaya merencanakan, melaksanakan,
memantau dan mengevaluasi pelayanan sesuai dengan Kebijakan
Pemerintah Aceh. Selaras dengan tugas-tugas yang berkenaan dengan
urusan pemerintah Aceh yang menjadi tanggungjawab Dinas Pengairan ikut
berperan aktif dalam mewujudkan dan merumuskan tujuan, sasaran
pemerintah.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pemerintah Aceh Tahun 2025-
2029, Dinas Pengairan menjabarkan kedalam tujuan dan sasaran Program
dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penjabaran kedalam
tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh juga mempertimbangkan pencapaian
Dinas Pengairan pada tahun 2023-2025, potensi dan permasalahan,
tantangan yang dihadapi empat tahun kedepan serta sasaran dan arah
kebijakan pembangunan Aceh dalam RPJMA tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh adalah
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan sistem irigasi
guna mendukung ketahanan air daerah, peningkatan produktivitas
pertanian, serta pengendalian daya rusak air secara berkelanjutan.
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dan tugas pokok Dinas

Pengairan, tujuan Renja Dinas Pengairan Aceh adalah Meningkatkan
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ketahanan air daerah melalui penguatan pengelolaan sumber daya air yang

berkelanjutan, dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Ketahanan Air

| INDIKATOR TUIUAN | I SASARAN ] I INDIKATOR SASARAN ]
Meningaa mya Peringungan Cwrsers ae Dersvgesten
Menegaatorgs et aharan S InGeks Katahsrnan Ax Daorsh Mosyarohat Torhodes Berngr dan Perindungen Kawssan
e Merunghatnmys Akies Maryarshs Permuberman Rawan Dangr
Pt a0 M ean 1 Persertse ingaw Acet Dalaen
Kongn Bak
1 1
PROGRAM

Pengeioiaan Sumber Daya A (30A)

INDIKATOR PROCRAM

Porzontave Katersodasn nfrastruktur SOA Dalam sondm Nak

= ==

KEGIATAN KECIATAN

Pengembangan dan Pengelciasn Ssterm iga Priver don
Sekunder pads Daerah rigast yang Lussnys 1000 Ma- 3000 Ma

Pengeiciasn SDA dan Bangunan Pengaman Pantal
pada Wiayah Sungs Urtas Daerah Kabupsten/
Kota

dan Daerah Ingati Lintas Dactah Kabupmen/ Kota

Persentase Luas Canangan Bangr yang
Terfindungl dart Dangh Akibat Luspen Sungsl den
Pasarg Purnams

| 2 Mapasitas A Baky

Persentase Ingasi Modem

Gambar 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengairan

Berdasarkan tujuan dan sasaran, Dinas Pengairan juga menjabarkan
target kegiatan yang harus dicapai pada RPJMA 2025-2029. Adapun target

dari tujuan dan sasaran berdasarkan misi Pemerintah Aceh adalah:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengairan Aceh

No. Tujuan Indikator Satuan Kondisi Awal | Target \
[/Sasaran 2024 2025 | 2026 | 2027 2028 2029

Misi 4 : Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi
regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan
1. | Tujuan:
Meningkatkan | Indeks Indeks - 3,56 3,58 3,60 3,61 3,62
ketahanan air | Ketahanan
Air Daerah
Sasaran:
Meningkatnya | Persentase % 39,91 | 40,11 | 40,38 | 40,58 | 40,80 | 41,05
Perlindungan | Peningkatan
Masyarakat Perlindungan
Terhadap Kawasan
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No. Tujuan Indikator Satuan Kondisi Awal | Target
/Sasaran 2024 2025 | 2026 | 2027 2028 | 2029
Banjir dan Permukiman
Meningkatnya | Rawan Banjir
Akses Kapasitas Air | m3/dt - 0,19 0,65 1,11 1,57 2,03
Masyarakat Baku
Terhadap
Irigasi Persentase % 56,59 | 56,71 | 56,83 | 56,97 | 57,12
Ketersediaan
Infrastruktur
SDA dalam
kondisi baik
Persentase % - 66,47 | 67,13 | 67,87 | 68,69 | 69,58
Irigasi
Modern

Sumber: Dinas Pengairan Aceh

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pengairan Aceh diamanatkan

untuk meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk

lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan

strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun

internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya Meningkatkan e Meningkatkan e Peningkatan
Ketahanan Air | Ketersediaan Air | kapasitas dan | pembangunan
Daerah yang berkualitas | keandalan dan rehabilitasi
bagi masyarakat | infrastruktur infrastruktur
sumber daya air | sumber daya
melalui air.
pembangunan,
rehabilitasi, dan
pemeliharaan
infrastruktur
pengairan.
Mengoptimalkan | e Penguatan
pengelolaan pengelolaan
sumber daya air | sumber daya
secara terpadu | air berbasis
dan konservasi
berkelanjutan lingkungan dan
melalui pengelolaan
peningkatan
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Sasaran Strategi

Arah Kebijakan
konservasi daerah  aliran
daerah aliran | sungai.
sungai dan
penguatan
pengelolaan
hidrologi.

Meningkatkan
modernisasi Peningkatan
sistem irigasi | modernisasi
guna sistem  irigasi
meningkatkan untuk
efisiensi mendukung
distribusi air | produktivitas
dan mendukung | sektor
ketahanan pertanian.
pangan. Peningkatan
sistem
Memperkuat pengendalian
pengendalian banjir dan
daya rusak air| perlindungan
untuk wilayah sungai
mengurangi serta kawasan
risiko bencana | pesisir.
banjir, abrasi,
dan kerusakan
lingkungan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Pengairan Aceh merupakan penjabaran langkah-
langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
Program kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk
mengimplementasikan strategis organisasi. Program kerja operasional
merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukan
dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci
tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan.
Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu

yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai
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Kebijaksanaan dan Program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga
oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebijaksanaan dan program yang
dikembangkan Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan
tertentu.

Dalam hal ini Sumber daya air adalah sangat vital bagi kehidupan dan
penghidupan serta dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, langsung
maupun tidak langsung. Oleh karenanya, sumber daya air dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya
penguasaan sumber daya air diabdikan kepada kepentingan dan
kesejahteraan rakyat dibidang sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik,
ketahanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan
sosial dan kemandirian. Agar penguasaan sumber daya air dapat dicapai
dengan  sebaik-baiknya  dilakukan  upaya-upaya = pendayagunaan,
pengelolaan, dan konservasi sumber daya air sehingga dapat diwujudkan
kemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari.

Dinas Pengairan Aceh akan melakukan penuntasan atau penyelesaian
kegiatan — kegiatan yang bersifat lanjutan sehingga bisa fungsional seperti
rehab embung, bendung dan jetty serta memprioritas anggaran untuk
rehabilitasi jaringan irigasi khususnya Daerah Irigasi yang merupakan
kewenangan Pemerintah Provinsi; untuk penanganan Pantai dan sungai
diprioritaskan pada lokasi yang sangat kritis untuk mengamankan fasilitas
publik dan pemukiman; dan melaksanakan survey dan perencanaan
reservoir dalam rangka ketahanan air. Untuk mencapai hasil yang diinginkan

maka perlu adanya program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program/kegiatan seperti pencapaian visi misi kepala
daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM,
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan

daerah terisolir

Perumusan program dan kegiatan pada Dinas Pengairan Aceh

dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek = strategis
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pembangunan daerah dan nasional. Pertimbangan tersebut bertujuan agar
pelaksanaan pembangunan sektor sumber daya air mampu memberikan
kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,
penguatan ketahanan air, serta pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan
program dan kegiatan antara lain sebagai berikut.
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Perumusan program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh harus selaras
dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh kepala
daerah. Dalam RPJMA Aceh, visi pembangunan daerah yaitu “Aceh Islami,
Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”
Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, sektor pengairan
memiliki peran penting dalam:
« meningkatkan ketahanan air daerah;
« memperkuat infrastruktur sumber daya air;
« mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan sistem irigasi;
« meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengairan.
Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pengairan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar
yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengelolaan sumber daya air yang optimal.

2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh juga
mempertimbangkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),
khususnya tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan
lingkungan hidup.

Beberapa tujuan SDGs yang relevan antara lain:

e Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
e Tujuan 2: Tanpa Kelaparan (ketahanan pangan melalui irigasi)
e Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

e Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim
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Melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air
serta pengelolaan daerah aliran sungai yang berkelanjutan, Dinas Pengairan
berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan

berkelanjutan tersebut.

3. Pengentasan Kemiskinan

Program dan kegiatan sektor pengairan juga memiliki peran strategis
dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan yang
sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor
pertanian. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi dapat
memberikan dampak positif berupa:

e peningkatan produktivitas pertanian;

e peningkatan pendapatan petani;

o perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian dan konstruksi;
e« pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pengairan menjadi
salah satu instrumen penting dalam mendukung kebijakan pengentasan
kemiskinan di daerah.

4. Standar Nasional, Prosedur, Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)

Perumusan program dan kegiatan juga harus mengacu pada Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa
pelayanan publik di bidang pengairan dapat dilaksanakan secara efektif,
efisien, dan sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Implementasi
NSPK dan SPM dilakukan melalui:

e peningkatan kualitas dan kondisi infrastruktur sumber daya air;
e pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan;

e peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
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5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
Program dan kegiatan Dinas Pengairan juga mempertimbangkan
potensi ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian,
perkebunan, dan perikanan yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
Melalui pembangunan infrastruktur pengairan yang memadai, diharapkan
dapat:
e Meningkatkan produktivitas sektor pertanian;
« mendukung pengembangan kawasan pertanian unggulan,;
« memperkuat ketahanan pangan daerah;
« mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu

faktor penting dalam pengembangan potensi ekonomi daerah.

6. Pengembangan Daerah Terisolir dan Tertinggal
Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program
dan kegiatan adalah upaya pengembangan daerah-daerah yang masih
terisolir atau tertinggal. Pembangunan infrastruktur sumber daya air di
daerah terpencil bertujuan untuk:
« meningkatkan akses masyarakat terhadap air;
« mendukung kegiatan pertanian di wilayah terpencil;
e mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah;
« meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur pengairan di wilayah-
wilayah tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan

antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

3.3.2 Garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan yang meliputi
jumlah program/kegiatan, sebaran/lokasi dan sasaran kelompok
masyarakat
Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh disusun

untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam

meningkatkan ketahanan air daerah melalui pengelolaan sumber daya air

yang berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara
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terintegrasi dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah,
kebutuhan masyarakat, serta kondisi wilayah Aceh yang memiliki
karakteristik geografis dan potensi sumber daya air yang beragam.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengairan
Aceh difokuskan pada penguatan infrastruktur sumber daya air,
peningkatan layanan sistem irigasi, serta pengendalian daya rusak air guna

mendukung ketahanan pangan dan pembangunan wilayah.

I. Kegiatan Rutin

a. Kebutuhan Dasar Aparatur
Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan
belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk
pegawai baik Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Kontrak (Non PNS). Dari
kegiatan ini diharapkan pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu
dan sesuai peraturan yang berlaku. Program dan Kegiatan Rutin Aparatur
dijadikan satu program yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu:
» Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Program rutin ini dibagi menjadi atas 4 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan
yaitu Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator Tingkat Tercapainya Perencanaan
dan Evaluasi Kinerja, dengan sub kegiatan yaitu Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator Tingkat Capaian kinerja dan
keuangan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN.
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- Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana Kantor, dengan sub kegiatan yaitu
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase aparatur yang memenuhi
kompetensi, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu: Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor, terdapat 6 (enam) sub kegiatan yaitu: Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan
Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan;
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Tersedianya Jasa
Penunjang urusan Dinas, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik;
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint-
ahan Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Barang Milik Daerah yang
Terpelihara, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
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II. Kegiatan Wajib

Kegiatan-kegiatan yang wajib yang dilaksanakan agar dapat
terlaksananya pembangunan dan peningkatan pengembangan dan
pengelolaan SDA yang tepat sasaran, terukur, efisien dan efektif. Kegiatan
dan Sub Kegiatan pada rencana kerja tahun 2026 berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Kputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah:
» Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini memiliki indikator Persentase ketersediaan infrastuktur SDA
kondisi baik, memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu:
e Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air
Lainnya;

2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;

3. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;

4. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai;

Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya;
Pembangunan Unit Air Baku;
Pembangunan Tanggul Sungai;

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;

© ® N o »

Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya;
10. Rehabilitasi Unit Air Baku;
11. Rehabilitasi Tanggul Sungai;

12. Normalisasi/Restorasi Sungai;
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13. Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan

Pengaman Pantai Lainnya,;

14. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;

15. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;

16. Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku;

17. Operasi dan Pemeliharaan Sungai;

18. Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi;

19. Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS);

20. Peningkatan Tanggul Sungai;

21. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;

22. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing;

23. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan
Provinsi;

24. Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai
Kewenangan Provinsi;

25. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Provinsi;

26. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS
Kewenangan Provinsi;

27. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;

e Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah

Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk

Konstruksi Irigasi dan Rawa

o

Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan;

Pembangunan Bendung Irigasi ;

o o

Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa;

o

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;

=

Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak;
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g. Peningkatan Bendung Irigasi;

h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;

i. Rehabilitasi Bendung Irigasi;;

j- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak;

k. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
1. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;

m. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa;

n

. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;

©

Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi;

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan

T

Provinsi;

q. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

Dalam hal ini pencapaian program kegiatan diarahkan untuk
mewujudkan jumlah jaringan pengairan dalam kondisi baik demi terjamin
ketahanan pangan pangan yang berkelanjutan di wilayah Aceh,
meningkatkan kualitas pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dan
irigasi partisipatif. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah ang
apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar
atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penjelasan tentang kegiatan Dinas Pengairan Aceh yaitu
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi dari tahap
pembangunan, rehabilitasi sampai dengan operasi dan pemeliharaan
mencakup satu kegiatan sampai dengan pembebasan lahan agar
pembangunan berjalan dengan lancar. Sedangkan pengendalian banjir dan
pengamanan pantai dibuat berdasarkan Wilayah Sungai kewenangan
provinsi yang didalamnya dilakukan dari perencanaan hingga pembangunan

pada masing-masing sungai berdasarkan Wilayah Sungai.
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3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh

Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun
2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 dapat dilihat pada tabel T-C.33. Pada
Tahun 2027, Dinas Pengairan Aceh melaksanakan beberapa program utama
yang mendukung pengelolaan sumber daya air, pengembangan jaringan
irigasi, serta peningkatan layanan administrasi perangkat daerah. Program
tersebut antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), serta Program
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Ha dalam Satu Daerah
Kabupaten/Kota.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,
kegiatan yang dilaksanakan meliputi administrasi umum perangkat daerah,
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, pemeliharaan barang
milik daerah, pengadaan barang milik daerah, serta perencanaan dan
evaluasi kinerja perangkat daerah. Sub kegiatan yang dilaksanakan antara
lain penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, penyediaan jasa komunikasi dan listrik, penyediaan jasa
kebersihan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas operasional, serta
penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja. Total pagu
anggaran program ini pada tahun 2027 sekitar Rp. 46,55 miliar, dengan
prakiraan kebutuhan anggaran tahun 2028 sekitar Rp. 46,25 miliar.

Selanjutnya pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
kegiatan difokuskan pada pengelolaan SDA pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sub kegiatan yang dilaksanakan
meliputi penyusunan rencana teknis, penyediaan air baku, pembangunan
dan rehabilitasi bangunan pengendali air, operasi dan pemeliharaan
prasarana sumber daya air, serta pengelolaan sistem informasi hidrologi dan
peringatan dini banjir. Pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2027
sekitar Rp. 67,41 miliar, dengan prakiraan maju tahun 2028 sekitar Rp50,00

miliar.
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Selain itu terdapat Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder, yang bertujuan meningkatkan kinerja jaringan
irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan
meliputi pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi. Sub
kegiatan antara lain pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi jaringan
irigasi yang rusak, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta
peningkatan kompetensi tenaga teknis pengelola irigasi. Pagu anggaran
program ini pada tahun 2027 sekitar Rp. 35,71 miliar, dengan prakiraan
kebutuhan tahun 2028 sekitar Rp. 24,80 miliar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun
2027 diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air
dan jaringan irigasi, mendukung ketahanan air, serta meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi perangkat daerah. Sementara itu, prakiraan maju
tahun 2028 disusun sebagai proyeksi kebutuhan anggaran untuk menjamin
keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target

pembangunan daerah pada Dinas pengairan.
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TABEL TC.33

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGAIRAN TAHUN 2027 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2028

Urunsan /Bidang Urusan
Pemerintahan Dasrah dan

Indikator Einerja Program/

Pagu Tahun 2027

Prakiraan Majuo Rencana Tahun 2028

. Kegiatan ranai: Kebutuhan Dana/Pagu Sumber
Program /Heglatan Target Onpalan Indikatif Dana = Canmi Kebutuhan Dana/Pagu
arget Capaian Indilkatif
1 3 3 4 5 L] T L 1o
03 URUSAN FEMERINTAHAN Rp.  113.967.856.218 87 APBA Rp. 06.256.T20.303,53
03 | o0 FEEERJAAN UMUM & Rp. 113.967.856.218.87 APBA Rp. 96.256.T20.303,55
PENATAAN RUANG
1 | 03 | 00 DINAS FENGAIRAN Rp. 113.967.856.218,.87
Program Kegiatan Pada Rp 113.967.856.218.87 | PAA, DAU, Rp. 96.2536.T720.303,53
Setiap SKPA DEH,
OTSUS
ACEH
1| 03 |01 PROGRAM PENUNJANG Lancarnya kebutuhan Banda Aceh 100 %% HEp. 46.557.405.546,8T7 | DBH, DAU, Rp. 46.254.T82.411,55
URUSAN PEMERINTAHAN operasional perkantoran PAA
DAERAH FROVINSI
1| 63 |01 |1.01 - Perencanaan, Tingkat Tercapainya Banda Aceh 6 Dok Rp 211.553.900,00 DEH G Dok Ep. 208.266.352,83
Penganggaran, dan Evalnasi | Perencanaan dan Evaluasi
Hinerja Peranglkat Daerah EKinerja
1 03 | 01 | 1.01 0001 |- Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Banda Aceh 6 Dok Rp. 211.553.900,00 DAL 6 Dok Rp. 20E.266.352,83
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Daerak Daerah
1 03 | 01 |1.02 -Administrasi KEenangan Tingkat Capaian kinerja Banda Aceh 100 % Rp 39.877.412.031,40 | PAA, DEH 100 %% 39.8T2.97T0.528,00
Peranghkat Daerah dan Eeunangan
1 03 | 01 | 1.02 0001 |- Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Banda Aceh 378 Orang/ Rp. 39.2958.390.528 00 PAA 378 Orang/ Rp. 39.298.390.528 00
Tunjangan ASN Menernima Gaji dan bulamn Bulan
Tunjangan ASN
1 03 | 01 | 1.02 0002 |- Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Banda Aceh 1 Dok Rp. 579.021.503.40 DEH 1 Dok Rp. 574 580000 ,00
Pelaksanaan Tugas ASN Penyedinan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
1| 03 |01 |1.03 -Administrasi Barang Milik Persentase Pemenuhan Banda Aceh 100 % Rp. 35.2?5.49?,95 DBH 100 % 35.261.392,72 |
Daerah pada peranghat Eebutuhan Sarana dan
Daerah Prasarana Kantor
1 03 ol 03 D006 |- Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Banda Aceh 5 Laporan Rp. 35.275.497 .95 DEH 5 Laporan Rp. 35.261.392,72
Daerah pada SKPD Penatousahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD
1| 063 |01 |1.05 -Administrasi KEepegawaian Persentase aparatur yang Banda Aceh 100 %% Rp 50386500 00 DEH 100 %% 375.386.500,00
Peranghkat Daerah memennhi kompetensi
1 03 o1 05 0009 |- Pendidikoan dan Pelatiban Jumlah Pegawai Banda Aceh 4 DOrang n DEH 5 Orang Rp. 2 5 00 =00 =0
Pegawai Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas dan
dan Fungsi Fungsi yvang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatibhan
1 03 ol J05 0011 | Bimbingan Telknis Jumlah Orang yang Banda Aceh 120 Orang R . 50.386_500_ 00 DEH 30 Orang Rp. 50.3B6.500,0:0
Implementasi Peraturan Mengikuti Bimbingan Teknis
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

21|BAB 111



Urnsan /Bidang Urnsan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Einerja Program/

Pagu Tahun 202T

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

I
: Kegiatan Tareet Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber
Program/Kegiatan s Indikatif Dana Targst Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
o Indikatif
1 2 3 4 ] L] i & id
1 o3 01 | 1.05 0002| Pengadaan Pakaian DMnas Jumlah pakaian Dinas Banda Aceh = Paket Rp DEH 7 Palket Rp. FO0. 00 00 0
Beserta Atribot Beserta Atribaat
Kelengkn pannya Kelengkapannya
1) 03 |01 (1.06 -Administrasi Umuom Persentase Tersedianmya Banda Aceh 100 % Ep 1.255.910.644,54 DEH 100 % 1.060.263.178,88
Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana
Eantor
1 03 | 01 | 1.6 0001 |- Penyediaan Komponen Jumlah Paket KEomponen Banda Aceh 2 Paket Rp. 4. 602 _B06 00 DEH 2 Palkoet Rp. 4 531.279.16
Instalasi Listrik f Penerangan Instalasi Listrik fPenerangan
Boangunan Kantor Banpunan Kantor yang
Disediakan
1 03 | 01 | 1.6 0002 |-Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Banda Aceh 5 Paket Rp. 773.323.127.50 DBEH 5 Palket R 5B5.175.071,10
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1 03 | 01 | 1.06 0004 |-Penyediaan Bahan Logistik Jumilah Paket Hahan Banda Aceh 2 Paket Rp. 173.539.421,.80 DEH 2 Paket Rp. 170.842.619,19
Kantor Logistik Kantor yang
Disedinkan
1 03 | 01 | 1.06 0005 |- Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Banda Aceh 2 Paket Rp. 65.777.613 80 DEH 2 Paket Rp. 64.755.429 68
dan Penggadaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disedinkan
1 03 | 01 | 1.0:6 D006 |- Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Banda Aceh 12 Dokumen| Rp. 6.64 1. 444 57 DBEH 12 Dokumen | Rp. 6.538.236,52
dan Peraturan Perundang- Hacaan dan Peraturan
Undangan Perundang-Undangan yang
Disedinkan
1 03 | 01 | 1.06 0009 |- Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Banda Aceh 1 Laporan | Rp. 332.026.230 87 DAL 1 Laporan Rp. I2E.420.543 25
Hoordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPDy Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1| 03 | 01 |1.07 -Pengadaan Barang Milik Tingkat Hepuasan Banda Aceh 0% Rp A50.000.000,00 0 % -
Daerah Penunjang Urusan Masyarakat Terhadap
Pemerintah Dasrah Layanan Pemerintah, dan
Tingkat Helengkapan
Sarana dan Prasarana
Aparatar
1 03 o1 | 1.07 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Banda Aceh 2 Uit 1000 00 00 k0 _ Uit Rp. B
Operasional atou Lapangan Dinas Dperasional atmw
Lapangan yang Disediakan
1 03 o1 | 1.07 0007 |-Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap Banda Aceh 2 Uit Rp. 1000 OO0 CR0 0 = it R =
Lainnya Lainnya yvang Disediakan
1 03 o1 | 1.07 0009 |- Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Aceh Jaya 1 Unit Rp. 100 D00 D00 _e0 = LT it Rp. -
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lainnya yvang Disedinkan
1 03 | o1 [1.07 0010|-Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Tersebar 1 Uit Rp. S0 000 D00 0D - Lrnit Rp. -
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan
1| 03 |01 |1.08 -Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase Tersedianya Banda Aceh 100 % Ep. 3.073.126.620,77 DEBH 100 % 3.025.370.232,62
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang urusan
Daerah Dinas
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Pagu Tahun 2027
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

Urusan/Bidang Urnsan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

: Kegiatan L S Hebutuhan Dana/Pago
r - okasi Target Capaian
Program {Kegiatan E p Indikatif Pt Comaba Kebutuhan Dana/Pagu
b Indikatif
I 2 | 4 5 & T L] 1Q
1 03 o1 | 1.08 0001 | Penyediaan Jasa Sarat Jumlah Laporan Banda Aceh 1 Lap = DEH 1 Laporan Rp. 0,00
Menyurat Penyedinan Jasa Surat
Menyurat
1 03 | 01 |1.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah Laporan Banda Aceh 12 Lap B52.421.301,72 DEH 12 Laporan Rp. B39.174.674,23
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
1 03 | 01 | 1.08 0003| Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Banda Aceh 12 Lap 175 534 969 04 DEH 12 Laporan Rp. 172.807.155,62
dan Perlengkapan Kantor Penyedinan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1 03 | 01 | 1.08 0004| Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Banda Aceh 12 Lap 2045 170.350,00 DEH 12 Laporan Rp. 2013388 402 76
Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
1 | 03 | 01 |1.00 -Pemeliharaan Barang Milik | Persentase Tersedianya Banda Aceh 100 % Hp. 1.703.740.352,232 DEH 100 %% 1.677.264.226,50
Daerah Penunjang Urusan Jasa Penunjang nrusan
Pemerintahan Daerah Dinas
1 03 | 01 |1.00 0001 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Banda Aceh 11 Unit Hp. 3ATE.6T3.990 50 DEH 11 Unit Rp. 370820 476,69
Pemelihoaraan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemelihonraan don Pajak Kendarnan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan Dinas | yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Dibayarkan Fajaknya
Jabatan
1 03 | 01 | 1.009 0002 |-Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Banda Aceh BO Umnit Hp. BOO. 046 B6E G4 DEH B0 Uit Rp. B76.215.540,36
Pemeliharaan, Biaya Operasional atan Lapangan
Pemelihoraan, Pajak dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
1 o3 o1 | 1.4 0009 |- Pemeliharaan  Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Banda Aceh 4 Umit Rp. 437T.019 493 OB DEH 4 Uit Rp. 430,228 309 45
Gedung Kantor dan Hanpunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelibhara f Direhabilitasi
1| 03 | 02 Program Pengelolaan Sumber| Kapasitas Air Baku 1,11 % Rp. 67.410.450.6T72,00 DEBH, 1,57 % S0.001.937.892,00
Daya Air |[SDA) Otsus
Aceh
Indeks Hetahanan Air 3,65 Indeks 3,69 Indeks
Persentase Hetersediaan 36,83 % 36,97 %
Infrastrukior SDA dalam
Kondisi Baik
1| 03 | 02 |1.01 Pengelolaan SDA dan Persentase Luas genangan | Semua Kabupaten/Hota, 43 56 % Rp 31,600,564 1.000,00 DEH, 43 86 % 25.200.000.000,00
Bangunan Pengaman Pantai | yang terlindungi dari Semua Hecamatan, Otsus
pada Wilayah Sungai Lintas | banjir akibat lnapan Semua Helnrahan Aceh
Daerah Habupaten/Hota sungal dan pasang
PUrnama
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Urusan/Bidang Urunsan
FPemerintahan Daerah dan
Program/Hegiatan

Indikator Kinerja Program/
Hegilatan

Pagu Tahun 202T

Target Capaian

Hebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber
Dana

Prakiraan Maju Bencana Tahun 2028

Target Capaian

Hebutuhan Dana /Pagu
Indikatif

I 2 3 4 5 & T L] 1Q
o3 o2 01 0121 Penyusunan Rencana Teknis Jumlah Rencana Teknis - = Dok Rp. = Dok Rp. =
dan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Konstruksi Hidup untuk Konstruksi
Bendungan, Embung, dan Bendungan, Danau dan
Bangunan Penampung Air Banpunan Penampung Air
Lainnya Lainnya yvang Disusun
03 o2 01 0119] Penyusunan Rencana Teknis Jumilah Rencana Teknis - = Dok Rp. = Dok Hp. =
dan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Konstrulksi Air Hidup untuk Konstruksi Air
Tanah dan Air Baku Tanah dan Air Baku yang
Disusun
03 o2 01 0122 Penyusunan Rencana Teknis Jumlah Rencana Teknis Aceh Utara, Aceh Barat 3 Dok Rp. 1.550.0:00. 000,00 | Dtmus Aceh - Dok Rp. -
dan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Diaya
Hidup untuk Konstruksi Hidup untuk Konstruksi
Pengendali Banjir, Lakar, Pengendali Banjir, Lahar,
Drainase Utama Perkotaan Drainases Kawasan dan
dan Pengaman Pantai Pengaman Pantai yang
Disusun
03 o2 .01 0120| Pembangunan Embung dan Terbangunnya Embung dan - = it Rp. _ Lt Rp. B
Penampungan Air Lainmya Penampung Air Lainnya
03 o2 01 0123 Pembanpunan Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang Pidie Jaya 1 Uit Rp. 200,000, 000,00 | Otsus Aceh 1 Km Rp. 0,00
Dibangun
03 | 02 [ 1.001 0009 | Pembangunan Tanggul Panjang Tanggul Sungai Aceh Utara, Aceh Selatan, 0,2 KEm Rp. 9000 D0 00 D | Diisus Aceh 0,45 Km Rp. Q00 OO0 00 0D
Sungmi yang dibangun Aceh Tamiang
03 o2 .01 0118| Pembangunan Bangunan Panjang Bangunan = - Km Rp. - Km Hp. -
Perkuatan Tebing Perkuntan tebing yang
dibangun
03 | 02 | 1.01 0096 Pembangunan Seawall dan Panjang Seawall dan = 007 KEm Rp. 3500000000, 00 | Otsus Aceh 0,04 Km Rp. el o Do s T L 0
Bangunan Pengaman Pantai Bangunan Pengaman Pantai
Lainnya Lainnya yang Dibangun
03 o2 01 D095 | Rehabilitasi Unit Air Baku Panjang Unit Air Baku yang = = L it = Km Rp.
Direhabdilitasi
03 o2 .01 0073| Rehabilitasi Tanggul Sungmi Panjang Tangrul Sungoui Aceh Utaras 0.1 KEm Rp. 2 R0 OO0 0D 00 | Oitsus Aceh = Km Hp. =
yang direhahilitasi
03 | 02 | 1.01 0079| NormalisasifRestorasi Sungai | Panjang Sungai yang Aceh Utara, 4 Km Rp. 1.560. 000 000,00 | Dtsus Aceh 1,20 Km Hp. 1560000 000 0
dinormalisasif restorasi Lhokseumawe, Aceh
03 | 02 | 1.01 0021 | Rehabilitasi Embung dan Jumlah Embung dan 1 Unit 20000, 00 0 | Otsus Aceh 1,00 Unit Rp. Lo Ea W T B0
Penampungan Air Lainmya Penampung Air Lainnya
yang Dirchabdlitasi
03 | 02 | 1.01 0059 Operasi dan Pemeliharaan Panjang 0,11 KEm 1.050. 000 000, 00 | Otsus Aceh 1,10 Km Rp. 1 O 0 OeD0 R0 (e
Breakwater { Seawall dan Breakwater f Seawall dan
Bangunan Pengaman Pantai Bangunan Pengaman Pantai
Lainnya Lainnya yang Dioperasi dan
Dipelibuara
03 o2 01 0105] Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Embung dan Seluruh Kanbupaten W3 5 Unit Rp. 500,000, 000,00 | Otsus Aceh 5 Unit Rp. SO0, 000000, =0

Embung dan Penampung Air
Lainnya

Penompung Air Lainnya
yang dioperasikan dan
dipelihara

Kewennngan
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Urusan /Bidang Urnsan
Pemerintahan Daerah dan
Program { Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Hegiatan

Pagu Tahun 302T

Target Capaian

HKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

Target Capaian

HKebuiuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 a2 a3 4 ] & 7 9 10
1 03 | 02 [1.01 0051 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Embung Air Baku 1 Umnit 20000000, 00 | Otsus Aceh 1 Unit Rp. 200000000 00
Embung Air Baku yang Dioperasikan dan
Dipelihara
1 03 | 02 |[1.01 0101 Operasi dan Pemeliharman Panjang sungai yang Zeluruh Kabupaten W3S 4 Km Rp. 1.500_ 000,000, 00 | Otsus Aceh 4 Km Rp. 1. 2000000 00,00
Sungai dipelihara Kewennngan
1 | 03 | 02 |1.01 D056| Operasi dan Pemelihaman Jumlah Polder/Kolam Zeluruh Kabupaten W3 1 Unit Rp. 20000 000,00 | Otsus Aceh 1 Umnit Rp. 20,000,000 ,00
Polder/Kolam Retensi Retensi yang Dioperasi dan Kewennngan
Dipelibiara
1 03 | 02 [1.01 0044| Peningkatan Flood Jumlah Flood Forecasting Seluruh Kabupaten W 1 Umit Rp. 1 .00 0000, 00 | Otsus Aceh 1 Unit Rp. 1000 (R0 0D DD
Forecasting and Warning and Warning System [FFWS) Kewennngan
System [FFWS) yvang Ditingkatkan
1 03 | 02 |1.01 0094 Peningkatan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai 025 Km Rp. 5.000_ 000,000, 00 | Otsus Aceh 0,25 Km Rp.
yang Ditingkatkan 2.000.000.000
1 03 | 02 |1.01 0107 | Operasi dan Pemeliharaan Panjang Tanggul dan Km Rp. 1.250 000, 000,00 | Otsus Aceh 0,25 Km Rp. 1.250.0:00 000,00
Tanggul dan Tebing Sungai Tebing Sungai yang
Dioperasikan dan Dipelihara
1 03 | 02 |1.01 0108| Rehabilitasi Bangunan Panjang Bangunan 025 Km Rp. Otsus Aceh - Km Rp. -
Perkuatan Tebing Perkuatan Tebing yvang
Dibangun
1 03 | 02 [1.01 0117 Penyusunan Pola dan Jumlah Pola dan Rencana Banda Aceh 1 Dokumen| Rp. S00.000.000,00 | Otsus Aceh - Dokumen | Rp. -
Rencana Pengelolaan SDA WS | Pengelolaan SDA WS
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang
Disusun
1 03 | 02 |[1.01 0103| Pengelolaan Sistem Hidrologi Jumlah Dokumen Banda Aceh 4 Dokumen| Rp. 1 500 00, 00, 00 DEH 4 Dok Rp. 1 (R0 (R0 0D, D0
dan Kualitas Air Wilayah Pengelolaan Sistem
Sungpi Kewenangan Provinsi Hidrologi dan Kualitas Air
WS Kewenangan Provinsi
1 03 | 02 | 1.001 0090 Pembinaan dan Jumlah Kelembagaan Banda Aceh 15 Lembaga | Rp. 00 00 00 00 15 Lembaga | Rp. 0000 00,00
Pemberdayaan Pengelolaan SDA
Kelembagnan Pengelolaan Kewenangan Provinsi yang
SDA KEewenangan Provinsi Dibina dan Diberdayalkan
1 03 o2 01 00&A7| Evaluasi dan Rekomendasi Jumlah Dokumen Evaluasi Banda Aceh 2 Dokumen| Rp. 329 64 1 00 0 DEH 2 Dok Rp. FR0. 000 00 00
Teknis [Rekomitek) dan Rekomendasi Teknis
Pemaonfaatan SDA WS [Rekomtek) Pemanfaatan
Kewenangan Provinsi SDA WS Kewenangan
Provinsi yang Disusuan
1 | 03 | 02 (1.01 0075| Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Lembaga Banda Aceh 6 Lembaga | Rp. 1 000 000 000, 00 DBEH 6 Lembaga | Rp. 1000000000, 00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya
Kelembagnan Pengelolaan Air Kewengan Provinis yang
SDA Erwenangan Provinsi Ditingkakan Kapasitasnya
melahai Koordinasi dan
Sinkronisasi
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Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Einerja Program/

Pagu Tahun 2027

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

1 Kegiatan L S Hebutuhan Dana/Pagu Sumber
y i okasi Target Capaian
e et ILET L Indikatif Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/FPagu
= Indikatif
1 2 3 4 5 L] T @ 10
1| 03 |02 (1.02 Pengembangan dan Persentase Irigasi Aceh Semua Kabupaten/Hota, TTBT % Rp A5.T10.809.672,00 DEH, TT,6T % Rp. 24.801.937.802,00
Pengelolaan Sistem Irigasi dalam kondisi baik Semua Hecamatan, Otsus
Primer dan Sekunder pada Semua Eelnrahan Aceh
Daerah Irigasi yang
Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Hota
1 03 02 |1.02 D1 Penyusunan Rencana Teknis Jumlah Rencana Teknis dan Banda Aceh 1 Dok Rp. 1 .500. 000,000 00 | Disus Aceh 1 Dok Rp. 1. 5000 000 000 o0
dan Dokumen Lingkungamn Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Konstrilksi Hidup untuk Konstruksi
Irigasi dan Rawa Irigasi dan Rawa yang
Tersusun
1 03 02 | 1.02 0002 Pembangunan Jaringan Panjang Jaringan Irigasi Aceh Utara, Bireuen, Aceh 1. 38 Km Rp. F0_A6A0_R0D9 672 00 | Disus Aceh .33 Km Rp. S 000 OO TR0 e
Irigns=si Permukann Permukaan yang Dibangun Jaya
1 03 | 02 | 1.02 0003 | Pembangunan Bendung Jumlah Bendung Ingasi - Bendung | Rp. 1 Bendung | Rp. 50RO CWDN0 TR0 O
Irigasi yang dibangun
1 03 02 | 1.02 0008| Peningkatan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Goyo Lues, Acebh Utara, 025 KEm Rp. 2S00 00000000 | Otsus Aceh = Km Rp. =
Permukaan Permukaan yang Aceh Selatan, Bireuen
ditingkatkan
1 03 02 | 1.02 D011 | Peningkatan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi 0,2 Km J00. 000, 000,00 | Otsus Aceh = Km Rp. =
Tambalk Tambak yang Ditingkatkan
1 03 02 | 1.02 0009 Peningkatan Hendung Irgasi Jumlah Bendung Ingasi = Bendung | Rp. = Bendung | Rp. =
yang ditingkatkan
1 03 | 02 | 1.02 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irgasi Panjang jaringan irigasi Aceh Timur, Aceh Barat 0,4 Km Rp. 4 000 00 000,00 | Otsus Aceh 0,50 Km Rp. 5 W00 DR (R0 O
Permukaan permukaan yang Daya, Aceh Tamiang,
direhabilitasi Bireuen, Aceh Utara, Aceh
1 03 02 | 1.02 0015| Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah bendung irigasi - = Bendung | Rp. 1 Hendung | Rp. 1.251 937.892 00
yang direhahbilitasi
1 03 02 | 1.02 D017 | Rehabilitasi Jaringan Ingasi Panjang Jaringan Irigasi 0,1 Km 100,000 000 00 | Otsus Aceh 0,10 Km Rp. 1000 O O, O
Tambalk Tambak yang Direhabilitasi
1 03 | 02 |1.02 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Zeluruh Kabupaten WS 51561 Km Rp. 1 . B50.000.000, 00 | Disus Aceh 515,61 Km Rp. 1. B50. 000 00, 00
Jaringan Irigasi Permukaan Permukaan yang Kewenangan
Dioperasikan dan Dipelihara
1 03 | 02 | 1.02 0022 | Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Ingasi Zeluruh Kabupaten WS 23 Bendung | Rp. 2 400 000 000,00 | Otsus Aceh 23 Bendung | Rp. 2 900 D00 00 00
Bendung Irigasi yang dioperasikan dan Kewenangan
dipelihara
1 03 02 | 1.02 0023| Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Kab. Aceh Timur, Kota 41.79 Km Rp. 1. 100 000 00 0 | Otsus Aceh 41.79% KEm Rp. SO0 TR TR0 e
Jaringan Irigasi Rawa Rawa yang dioperasikan dan Langsa, Kab. Aceh
dipelihara Tamiang
1 03 | 02 | 1.02 0024 | Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi TE2. 16 Km 100,000, 000,00 | Otsus Aceh TE2,16 Km Rp. 1000 (00 W0, e
Jaringan Irigasi Tambak Tambak yang DMoperasikan
dan Dipelikkara
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Urusan/Bidang Urnsan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program/

Pagu Tahun 2027

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

J
: Kegiatan Lokasi T Capai Eebutuhan Dana/Pagu
Program/Keglatan S gL Lapaian Indikatif ;
Target Capaian Habutuhan Dana/Pouin
1 a2 3 4 ] L] T o 10
1 03 02 | 1.02 0034 | Operasional Kelembagaan Jumlah Unit Lembagn Semua Kabf Kota 5 Uit Rp. SO0 00 .00 00 DEH 5 Uit Rp. SO00.000 .00 00
Pengelola Irigasi Pengelola Irigasi yvang
Beroperasi
1 | 03 | 02 |1.02 0030 Jumlah Lembaga Pengelola Semua Kab/ Kota 1 Lembaga 300 00 00, 00 DBEH 1 Lembaga | Rp. 300000 (00,00
gx gx P
Penguatan Kapasitas [ri.F:il..'i-;.jHﬂ‘-'}l:;l‘l..‘ll.‘.F:il.:l‘l Prowvinsi
Kelembagaan Pengelola Irigasi yang _:PH mal Rp.
Kewenangan Provinsi KEpasiiasnys
1 03 | 02 [ 1.02 0037 | Pengelolann dan Pengawasan | Jumlah Daerah Irigasi yang Semua Kabf Kota 27 Dl Rp. A000_ 00D 00, 00 DEH 2T D Rp. 400000 .00, 00
Alokasi Air Irigasi Terkelola dan Terawasi
Alokasi Airmya
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun
2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana
pembangunan yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan menjadi tolok ukur
pencapaian target kinerja yang mencerminkan kinerja sasaran strategis,
sasaran program, dan sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikator
kinerja yang terukur.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengairan Aceh pada
Tahun 2027 dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan
sub kegiatan baik yang bersifat regular maupun yang mendukung prioritas
pembangunan daerah. Penyusunan rencana tersebut juga
mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah serta
perkembangan situasi ekonomi, politik, dan global yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di sektor pengairan.

Berdasarkan Rancangan Awal Renja Tahun 2027, pagu indikatif
terhadap capaian kinerja dan kerangka pendanaan Dinas Pengairan Aceh
direncanakan sebesar Rp. 113.967.856.218,87. Alokasi anggaran tersebut
digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang
menjadi kewenangan Dinas Pengairan Aceh dalam rangka peningkatan
pengelolaan sumber daya air, pengembangan jaringan irigasi, serta
peningkatan pelayanan administrasi perangkat daerah.

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2027 dilakukan dengan
memperhatikan penyesuaian dan pergeseran pada beberapa sub kegiatan
sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan. Adapun rencana belanja
Dinas Pengairan Aceh pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Total rencana belanja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 adalah
sebesar Rp. 113.967.856.218,87
2) Total Rencana Belanja Langsung berdasarkan Program yang dibutuhkan
adalah sebagai berikut:

» Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
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Program ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan
organisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung
operasional perangkat daerah. Total rencana belanja untuk program
ini adalah sebesar Rp. 46.557.405.546,87. Anggaran tersebut
digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penunjang seperti
administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang
urusan pemerintahan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik
daerah, serta perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
» Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber
daya air secara berkelanjutan melalui pembangunan, rehabilitasi,
operasi, dan pemeliharaan prasarana sumber daya air serta
pengelolaan sistem informasi sumber daya air. Total rencana belanja
untuk program ini adalah sebesar Rp. 31.669.641.000,00.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, pengendalian daya rusak

air, serta peningkatan ketersediaan air baku.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027
diarahkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan sumber daya air,
pengembangan sistem irigasi, serta peningkatan kualitas pelayanan
organisasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan

air, ketahanan pangan, serta pembangunan daerah di Provinsi Aceh.
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BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun
2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh Tahun
2025-2029 serta sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan sumber daya air pada tahun anggaran 2027.

Penyusunan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 memperhatikan
berbagai kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta mengacu pada
prioritas pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan
ketahanan air daerah, penguatan infrastruktur sumber daya air,
peningkatan layanan sistem irigasi, serta pengendalian daya rusak air.
Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung
pencapaian sasaran pembangunan daerah serta  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 yang
menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025-
2029, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ
tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Rencana
APBA Tahun 2027, keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung
pada dukungan penganggaran daerah maupun nasional. Pada tahun 2027
direncanakan pagu anggaran sebesar Rp. 113.967.856.218,87, dengan
alokasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar
Rp. 46.557.405.546,87 pada Dinas Pengairan Aceh.

Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 dilakukan secara
sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat,
pemerintah kabupaten/kota, maupun masyarakat. Sinergi tersebut
diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sumber

daya air dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,
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khususnya dalam peningkatan pelayanan jaringan irigasi, penanggulangan

kekeringan, serta pengendalian banijir.

Pembangunan di bidang sumber daya air diarahkan untuk mendukung
ketahanan dan kedaulatan pangan melalui pembangunan, peningkatan,
rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan mengacu
pada indikator Indeks Ketahanan Air Daerah. Selain itu, penguatan
ketahanan air juga dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan
embung serta tampungan air lainnya, peningkatan layanan infrastruktur
pengendali daya rusak air seperti pengendalian banjir dan abrasi pantai,
serta upaya pelestarian kualitas sumber daya air dengan meminimalkan
dampak pencemaran.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan komitmen, semangat,
serta disiplin dari seluruh pelaksana pembangunan di bidang pengairan,
disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan,
serta koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya
air di Aceh diharapkan dapat dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan
berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang

maju, sejahtera, dan berdaya saing.

HFEBRUARI 2026
AS PENGAIRAN‘?
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